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َ َهَ ي لََ اَعَ ل َ َنَ ي دََ َةَ دَ مَ الَ َكَ ل تَ ََنَ ىَمَ ضَ اَمَ مَ َعَ يَ مَ ل َ اة وََ سَ كَ الَ َوَ أ ََةَ قَ فَ ن َ الَ فَ   هَ ت مََ ذَ َفَ َكَ ل اَذَ َقَ حَ تَ اَاسَ هَ ن َ ل 
 

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walau 

sudahlampau waktu.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2021/PA.Bwi. 18. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 v 

PERSEMBAHAN 

 

Saya mempersembahkan skripsi inikepada : 

1. Kedua orang tua saya, Yang Mulia Drs. SAFI’. M.H and ibu Sutini yang 

telah memberikan dukungan baik secara materi maupun finansial, 

mendedikasi hidupnya untuk mendidik dan membesarkan saya dengan 

cinta, kasih sayang dan juga keikhlasan do’a yang tak pernah henti 

diberikan kepada penulis hingga saat ini. 

2. Adik-adik saya Majma’al Bahrain, Luthfiyatul Uyun, Farah Naila 

Rahmatik dan Nazra Jihadatul Ummi yang selalu menghibur dan 

menemani hari-hari penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. 

3. Teman-teman kamar B2 Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang selalu 

membantu, menghibur dan memberikan motivasi serta menemani penulis 

selama empat tahun ini. 

4. Segenap temansekelas, Hukum Keluarga 2 Angkatan 2017 yang juga 

selalu membantu serta menemani perjalanan penulis selama kuliah hingga 

saat ini. 

 

 

 

 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 vi 

KATA PENGANTAR 

       

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

menitipkan ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya  sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman 

yang penuh dengan kedamaian ini. 

 Skripsi ini Berjudul “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-

Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut Sema No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus 

Pengadilan Agama Banyuwangi)” yang disusun oleh peneliti untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah. 

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari pihak-pihak yang 

berkaitan, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor IAIN Jember yang telah 

memberikan fasilitas selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember. 

2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

IAIN Jember yang telah membimbing kami dalam program perkuliahan yang 

kami tempuh. 

3. Dr. Junaidi, S.P.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang 

telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 vii 

4. Dr. Wildani Hefni. M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang karena 

bimbingan serta motivasi dari beliau saya bisa menyelesaikan skripsi saya 

dengan baik. 

5. Seluruh dosen karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari’ah maupun di 

lingkungan IAIN Jember yang telah membantu memberikan arahan serta 

motivasi untuk kami selaku mahasiswa IAIN Jember. 

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi 

ini.Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis 

harapkan.Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dengan pengembangan ilmu 

hukum. 

 

Jember, Desember 2021 

 

   Himmatul Mahmudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 viii 

ABSTRAK 

 

Himmatul Mahmudah, 2021,Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan 

Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut Sema No 2 Tahun 2019 (Studi 

Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi). 

Kata kunci: Hak-hak perempuan pasca perceraian 

 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama sebagai badan 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya termasuk 

juga pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Adapun fokus masalah 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses yang berlangsung di Pengadilan 

Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian? (2) Apa saja yang menjadi kendala Pengadilan Agama dalam 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian? (3) Bagaimana peran yang 

dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan 

SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian? 

Adapun tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui proses yang berlangsung 

di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca perceraian, (2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi 

kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian, (3) Untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama 

Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam upaya 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. 

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti 

menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara (1) 

Observasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi. Data yang diperoleh dengan cara (1) 

Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Proses yang berlangsung Proses 

yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu Mengajukan gugatan 

perceraian yang dikomulasikan dengan gugatan hak, ex-officio Hakim, 

diselesaikan secara kekeluargaan, (2) Kendala Pengadilan Agama dalam 

pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian jika tergugat tidak hadir dalam 

persidangan,jika sang mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan, (3) 

Peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam 

mengimplementasikan SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca perceraian yaitu melakukan inovasi-inovasi baru yang bersifat 

informatif seperti Memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat 

perceraian, Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-

lain, Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar 

mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat dari perceraian. 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Konteks Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam proses perkembangannya 

membutuhkan pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga atau rumah 

tangga bahagia dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No 1 

Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
2
Setiap pasangan pasti selalu mendambakan pernikahan yang harmoni, 

yaitu diawali dengan saling memahami pasangan satu sama lain yang meliputi 

perbedaan usia, latar belakang pendidikan, dan lain-lain dalam berkeluarga 

yang bisa diterima satu sama lain untuk membangun keluarga yang 

berkualitas.
3
Namunseringkali ditemukan permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan pernikahan seorang suami tidak menafkahi istri dan anaknya dan 

ada juga yang melakukan kekerasan rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini 

terkadang seorang istri sudah tidak sanggup menghadapi sang suami yang 

tidak bertanggung jawab dan tidak bersikap semestinya kepadanya sehingga 

istri mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama.  

                                                             
2
Kepaniteraan dan Sekretaris jendaral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang 

Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 
3
Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus 

Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan di bawah sepuluh tahun, Jurnal Psikologi 

Undip, Vol 15 Nomor 2 Okt 2016, 125. 
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2 

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya diperbolehkan namun 

perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh 

Allah SWT, Hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi SAW, 

ل َ  َالْ  لَ  َا ب  غ ض  َو س ل م : َع ل ي ه  َالل ه  َر س و ل  َق ال  : َق ال  َالل ه َع ن  ه م ا ي  َر ض  َع م ر  َاب ن  ََ ع ن  َاه اَال لََلَى  

َد او د َو اب نَ  .)ر و اه َأ ب  و  َأ ر سال ةَ جَ و ص ح ح ه َالْ اك م َو رَ َم اج هَ َق  َأ ب وَح اتِ   (ح 

Artinya:“Dari ibnu umar Radliyallahu anhu bahwa rasulullah shallallahu alaihi 

wa sallam bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah 

bercerai” (riwayat abu dawud dan ibnu majah. Dan di shohihkan oleh 

Al-hakim, abu hatim lebih menilainya hadits mursal)
4
 

 

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwasanya perceraian atau talaq 

adalah sebuah alternatif terakhir yang dijadikan pintu darurot apabila dalam 

ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan dan tujuan dalam berumah 

tangga pun semakin sulit untuk dicapai. Maksud dari alternatif terakhir ini 

sendiri adalah pilihan terakhir ketika kedua pihak sudah berusaha mencari 

solusi untuk berdamai baik secara hukum antara pihak suami dan istrisesuai 

ajaran Al-Quran dan Hadits, tetapi keduanya tidak menemukan benang merah 

ataupun penyelesaian masalah untuk mempertahankan pernikahan tersebut.
5
 

Dalam Hukum Perdata perceraian merupakandihapusnya perkawinan 

melalui Putusan Hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan 

tersebut. Artinya Undang-Undangmenyebutkan perceraian tidak bisa diakui 

jika hanya dengan kesepakatan suami istri saja. perkara perceraian harus 

diajukan kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta izin Kepada 

                                                             
4
Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, Terjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, 

(Surabaya:Balai Buku Surabaya,1992),539 
5
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,Cet. Ke-2, 2007) 37 
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3 

Ketua Pengadilan Agamaagar Hakim setempat bislangsung memulai proses 

untuk putusan perceraian. Sebelum izin putus diberikan, Hakim harus 

berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak.
6
 

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama Buku II disebutkan bahwa cerai itu dibagi menjadi 2 macam yaitu 

cerai gugat dan cerai talaq. Cerai talaq merupakanperkara cerai yang diajukan 

oleh pihak suami dengan petitum berisipermohonanagar diizinkan 

menjatuhkan talak kepada pihak istri
7
. Sedangkan cerai gugat merupakan cerai 

yang diajukan oleh istri yang isi petitumnya berisi tentang permohonankepada 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah agardiputus perkawinannyaantara 

suami dan istri.
8
 Dalam kedua macam cerai ini, keduanya harus mengajukan 

permohonan kepada pengadilan untuk diputusnya perkawinan. 

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/Ag/2007 

mengandung kaidah hukum “Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu 

dihukumi nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tapi tidak 

terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex-officio suami dapat 

dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas 

istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang 

juga menyangkut kepentingan suami”
9
.  

                                                             
6
Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 65 

7
Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama.(Jakarta: Mahkamah Agung,2013), 147 
8
Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama.(Jakarta: Mahkamah Agung,2013),149 
9
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/Ag/2007 
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Dalam Buku II tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama menegaskan bahwa “Gugatan Nafkah Anak, Nafkah Istri, 

mut’ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, 

Sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami istri dapat diajukan 

dalam perkara lain”
10

Mengenai masalah nafkah, setelah perceraian seharusnya 

seorang suami memberikan nafkahnya, akan tetapi ada juga beberapa yang 

yang tidak dengan sukarela memberikan nafkah tersebut kepada sang istri.  

Meskipun hak perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak kaum 

perempuan dan anak korban perceraianyang kurang beruntung dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya pasca perceraian, banyak terjadi kasus 

dimana istri tidak mendapatkan nafkah akibat dari perceraian setelah 

diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hal inilah yang sering menimbulkan 

pertanyaan terkait implementasi nilai kepastian hukum putusan Pengadilan 

Agama yang bagi kaum perempuan. Yang menjadi permasalahan disini adalah 

terkadang sang istri juga jarang sekali yang mengajukan gugatannya untuk 

mendapatkan hak-haknya bersamaan dengan gugatannya. Alasannya adalah 

karena sulitnya proses penyelesaiannya jika suami mereka tidak mau memberi 

hak-hak tersebut secara sukarela untuk melaksankan putusan pengadilan usai 

perceraian, hal yang menjadi alasan juga adalahbiaya, waktu, dan tenaga yang 

dikeluarkan selama proses penyelesaian eksekusi perkara. 

                                                             
10

Direktorat jenderal badan Peradilan, pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama.(Jakarta: Mahkamah Agung,2013), 149. 
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Kemudian dalam rangka adanya keseriusan dalam pelaksanaan 

peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili 

perempuan yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung melakukan 

terobosan hukum baru yaitu dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 tahun 2019 yang berisi tentang amar pembayaran kewajiban 

suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yang 

bertambah kalimat “....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” 

dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. 

Kemudian dalam persoalan selanjutnya dengan perkara yang sama membahas 

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 

tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan 

hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 

perceraian, pelaksanaan peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin 

perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil jo. Peraturan pemerintah 

Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 10 

Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, 

pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declatoir 

yang pelaksanaanya melalui instansi yang bersangkutan
11

 ini akan berdampak 

positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Sebuah 

terobosanini disambut dengan baik oleh Pengadilan Agama dan Hakim, ini 

merupakan payung hukum bagi pengadilan untuk memberikan hak kepada 

perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui cara yang mudah. 

                                                             
11

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 
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Berbeda dengan eksekusi perkara seperti biasa yang diasumsikan rumit dan 

mahal.  

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa 

dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan. Kedudukan 

mengenai Pengadilan ini kembali ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2006 

Pasal 2 Tentang peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama 

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam 

Undang-Undang ini”
12

. Itu artinya Pengadilan Agama memiliki peran yang 

cukup besar untuk menyelesaikan perkara tersebut selaku lembaga yang 

berwenang dalam menyelesaikan perkara nafkah istri setelah perceraian 

semaksimal mungkin. Jadi,  

Hak nafkah Iddah merupakan hak yang diatur oleh undang-undang 

agar diberikan kepada istri, dan dalam hal ini suami berkewajiban 

menjalankannya. Karena sejatinya nafkah Iddah ini diberikan sesuai 

kemampuan dan penghasilan sang suami dan seorang Hakim yang berkuasa 

pun tidak boleh menekan suami untuk memberikan nafkah yang tidak dapat 

dijalankan olehnya. Yang menjadi bahasan penelitian disini adalah bagaimana 

seorang Hakim memberikan satu ruang pencerahan baru bagi masyarakat 

terutama wanita yang awam dan para penentu kebijakan untuk memberikan 

putusan yang benar-benar adil dan tidak memihak. Mengingat tugas utama 

                                                             
12

Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama  
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hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua 

perkara yang diajukan kepadanya. Dengan melihat hubungan timbal balik 

antara hukum dengan kenyataan sosial didalam masyarakat. 

Untuk lokasi penelitian disini sendiri penulis memilih lokasi penelitian 

yang bertempat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengadilan Agama 

Banyuwangi sendiri adalah Pengadilan Tingkat 1A yang memiliki perkara 

mencapai perkara 42.000 pada pendataan juni 2021 terakhir. Melihat Hal ini 

membuat Penulis tertarik untuk meneliti kasus ini tentang bagaimana peran 

serta kepedulian Pengadilan Agama Banyuwangidan pengawasan para Hakim 

dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian dalam kasus yang 

seperti ini, apakah SEMA No 2 Tahun 2019 ini benar-benar sudah digunakan 

sebagai acuan untuk pertimbangan para hakim. Penelitian ini menulis judul 

skripsi yaitu “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak 

Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus 

Pengadilan Agama Banyuwangi)”. 

B. Fokus Penelitian 

Agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis akan 

mencantumkan beberapa fokus yang terdapat dalam penelitian ini agar karya 

tulis inilebih mudah dipahami dan memliki gambaran sesuai dengan konteks 

masalah yang dibahas yaitu: 

1. Bagaimana proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi 

dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian? 
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2. Apa saja yang menjadi kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-

hak perempuan pasca perceraian? 

3. Bagaimana peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi 

dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian? 

C. Tujuan Penelitian 

Skripsi ini adalah salah satu karya ilmiah yang mana dalam 

penulisannya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis baik itu 

untuk mengungkapkan ataupun mengembangkan hal-hal yang sebelumnya 

belum disampaikan. 

Adapun beberapa tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam 

penulisan karya ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses yang berlangsung di Pengadilan Agama 

Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Pengadilan Agama 

dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian 

3. Untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama 

Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 

dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian 

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

salah satu referensi atau pengetahuan terkait bagaimana Pengadilan Agama 

mengabulkan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yang telah 
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diatur oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain nya tentang 

pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian, sebagai pengetahuan 

kepada masyarakat pada umumnya, praktisi hukum dan akademisi hukum 

sebagai pengembangan pengetahuan terkait pemenuhan hak-hak perempuan 

akibat perceraian. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian setelah selesai melakukan penelitian ini adalah 

tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan. Manfaat disini bisa berupa 

kagunaan bersifat teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan dari penelitian 

tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah 

keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai 

pemenuhan hak-hak perempuan. 

b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang konsep Peran 

Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat 

perceraian. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi peneliti sendiri adalah sebagai langkah awal dalam 

mengasah kemampuan didalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula 

dapat diajukan sebagai tugas akhir strata satu prodi Hukum keluarga 

islam. 
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b. Bagi pihak akademik Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq  

adalah sebagai pemenuhan transkip dalam laporan penelitian, dan 

berharap bisaberkontribusi pada hal baru untukmemperkaya keilmuan 

dan memperoleh kemanfaatan dalam perbendaharaan perpustakaan 

UIN KHAS 

c. Bagi masyarakat: dapat berguna untuk mengetahui serta memahami 

pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian sesuai SEMA dan 

Undang-undang. 

E. Definisi istilah 

1. Pengadilan Agama  

Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan 

bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 

badan-badan Peradilan dibawah sebuah Konstitusi. 

Badan-badan Peradilan yang di maksud terdiri dari 4 lingkungan 

badan Peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang 

mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua dan 

yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tingkat 

terakhir atau kasasi. Adapun keempat lingkungan badan peradilan tersebut 

adalah
13

: 

a. Lingkungan Peradilan Umum 

b. Lingkungan Peradilan Agama 

                                                             
13

 Profil Pengadilan Negeri Ponorogo, http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-

kami/profil-pengadilan 
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c. Lingkungan Peradilan Militer 

d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Agama Merupakan salah satu pelaksanaan kehakiman 

dan merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, terpisan dari 

Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970
14

. 

Dalam hal ini Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan yang 

menjadi pembahasan dalam skrispsi ini. Peradilan Agama adalah salah 

satu badan pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat yang 

mencarikeadilan dan tentunya beragama Islam mengenai perkara tertentu 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006. 

Pengadilan Agama bertempat di Ibukota, Kabupaten/Kota dan 

daerah hukumnya yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota terdapat pada 

pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan 

Pengadilan Tinggi Agama bertempat di Ibukota Provinsi dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah Provinsi tercantum pada Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwasanya Peradilan 

Agama adalah salah satu Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah 

                                                             
14 Nur Solikin, Pengantar Ilmu Hukum(Jember: KAUKABA,2014),244 
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Agung serta bagi masyarakat yang mecari keadilan dan tentunya  

beragama Islam mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

absolut Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Pengadilan Agama. 

2. Hak  

Hak adalah segala hal yang melekat pada diri seseorang dan 

memang seharusnya pantas diterima olehnya yang telah ada sejak ia lahir 

bahkan sebelum lahir. Hak merupakan fitrah yang ada sejak seseorang 

lahir, ketika lahir seseorang secara hakiki telah memiliki hak dan 

kewajiban.
15

 

3. Perceraian 

Perceraian adalah dihapusnya perkawinan melalui putusan 

Hakim berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan 

tersebut. Tuntutan perceraiannya harus diajukan kepada Hakim baik 

secara gugat biasa dalam perkara perdata yang sebelumnya harus 

meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama yang bertempat di 

daerah sekitar dengan tujuan  memohon putusnya perkawinan
16

. 

4. SEMA 

SEMA merupakan salah satu bentuk peraturan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat 

berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada 1951. Pada 

                                                             
15 Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada seseorang sejak lahir, ketahui jenis-jenisnya, 

google, last modifed Mei 02, 2021, https://id.berita.yahoo.com/hak-adalah-segala-sesuatu-yang-

031826259.html 
16 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,Cet. Ke-2, 2007),65 
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tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol Peradilan. Isi dari SEMA 

yaitu berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan 

dan berguna ke Pengadilan dibawah dibawah Mahkamah Agung. 

SEMA berfungsi sebagai hal beleidsregel dari bentuk fuction formal. 

Namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat 

besar. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa 

keadilan masyarakat
17

. 

F. Sistematika Penulisan. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bab pembahasan yang 

mencakup isi dari karya ilmiah ini, maka agar lebih teratur dan mudah untuk 

dipahami sehingga apa yang telah direncanakan bisa sesuai dengan tujuan dan 

hasil yang diinginkan, maka dari itu penulis mencantumkan sistematika 

pembahasan yang berisi: 

BAB I, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II, membahas kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian 

terdahulu dan kajian teori. 

BAB III, membahas metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan 

jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, 

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan 

data, dan tahap-tahap penelitian. 

                                                             
17 Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan surat edaran mahkamah agung (sema) dalam hukum positif di 
indonesia(Universitas Brawijaya:2014), 3 
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BAB IV, membahas tentang penyajian data yang meliputi, gambaran umum, 

obyek penelitian dan analisis data yang merelasikan hasil dari penelitian 

lapang dengan teori yang dicantumkan. 

BAB V, penutup yang terdari dari kesimpulan, saran, daftar pustaka. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Pendahulu 

1. Penelitian Terdahulu ini berupa Skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia 

berjudul “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Pereraian (Studi 

Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten 

Lampung Timur)”.Pada Tahun 2019 IAIN METRO. Pokok permasalahan 

dari skripsi ini adalah membahas tentang Bagaimana implementasi 

pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian di Desa Giri 

Klopomulyo Kabupaten Lampung Timur. Adapun jenis penelitian 

merupakan teknik analisis data kualitatif yaitu mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperbolehkan dari hasil wawancara, catatan 

lapang, serta bahan lainnyaagar mudah dipahami dan temuannya dapat 

memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Skripsi ini 

dijelaskan mengenai 1) Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi 

nafkah pasca perceraian. 2) kurangnya pemahaman seorang ibu tentang 

pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian. 3) 

Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan 

pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak 

terpenuhi nafkah perceraian. Perbedaan penelitian ini adalah fokus 

penelitiannya, yaitu tentang pemenuhan hak yang akan di terima 

perempuan pasca perceraian menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan UU 

lain nya yang berlaku yang akan dilakukan Pengadilan Agama. Sedangkan, 
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Milik Luluk Amalia ini fokus penelitian nya yaitu hanya pada 

implementasi Hak anak dan nafkah perceraian pada satu keluarga.
18

 

Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang hak-hak apa saja 

yang seharusnya akan di terima pasca perceraian. 

2. Jurnal yang ditulis Oleh Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M. Rifqi dengan 

judul “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan 

Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin), 

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4. Nomor 7, Mei 2014. 

Masalah yangdibahas dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana 

pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri (2). Bagaimana 

pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

karena data yang dikumpulkanoleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat 

melakukan penelitian berlangsung. Sumber data dari penelitian ini dari 

beberapa Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan tiga orang istri yang 

telah diceraikanoleh suaminya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan 

bahwa pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri tidak sama, Hal 

ini disesuai dengan kemampuan para mantan suami mereka. Dalam 

penentuan nominal pemberian mut’ah yang harus dibayar oleh suami, 

selain mempertimbangkan kemampuan suami, masa lama perkawinan juga 

bisa menjadi salah satu dari pertimbangan bagi mejelis hakim untuk 

menentukan besaran pemberian mut’ah yang dibebankan kepada sang 

                                                             
18

Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa 

Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, (Lampung: IAIN Metro, 

2019). 
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suami, dalam prakteknya pemberian mut’ah berupa uang. Dan semua biaya 

hadhanah dan nafkah anaknya wajib ditanggung oleh bapak/ayahnya jika 

anak dibawah 21 tahun
19

 Perbedaan dalam penelitian ini adalah upaya 

hakim dan pengadilan dalam pemenuhan hak istri akibat perceraian dalam 

kasus cerai gugat. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang 

pemenuhan hak-hak paska perceraian. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Najichah. S.H.I dengan judul “Hak Istri Atas 

Harta Pasca Cerai (Kajian Perundang-Undangan Dan Produk Hukum 

Peradilan Agama Kota Yogyakarta)” pada Tahun 2017 UIN Sunan 

Kalijaga. Pokok permasalahnya adalah pemberdayaan harkat dan martabat 

perempuan ketika perceraian terjadi atas inisiatif istri karena suaminya 

telah mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, bahkan 

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.Adapun jenis penilitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data di lapangan 

yang bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam skripsi ini 

dijelaskan mengenai (1).Bagaimana implikasi inisiatif perceraian terhadap 

hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum Pengadilan 

Agama Yogyakarta (2).Apakah produk hukum Pengadilan Agama Kota 

Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan gender. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

berdasarkan siapa yang berinisiatif mengajikan perceraian berimplikasi 

terhadap hak-hak istri atas harta dalam produk hukum Pengadilan 

                                                             
19

Fatimah, Rabiatul Adawiah, Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya 

Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)” Jurnal 

Pendidikan Kewarganegaraan: Vol 4 No 7, Mei 2014. 
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AgamaKota Yogyakarta. Produk Hukum Kota Yogyakarta tentang hak istri 

pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan 

kemashlahatan bagi istri setelah perceraian.
20

 

B. Kajian Teori 

1. Latar belakang lahirnya SEMA No 2 Tahun 2019 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan 

surat yang membahas pemeberlakuan rumusandari hasil Rapat Pleno kamar 

Mahkamah Agung yang dilaksanakan padatahun 2019 sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Penerapan sistem kamar di Mahkmah 

Agung ini salah satu tujuannya adalah menjaga kesatuan penerapan hukum 

dan konsistensi putusan Pengadilan Agama. Rapat pleno Kamar sendiri ini 

adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Maka dari 

itu, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan 

rapat pelno kamar sejak tahun 2012 sampai tahun 2019.  

Pada tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal05 

November 2019 Mahkamah Agung kembali menyenggarakan rapat pleno 

kamar guna membahas permasalahan yang bersifat teknis dan non-teknis 

yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar, Pleno Kamar 

tersebut telah melahirkan beberapa rumusan yaitu 6 kamar. salah satunya 

Rumusan Pleno Kamar Agama yang Memiliki beberapa Rumusan salah 

satunya adalah pada rumusan Hukum kamar Keluarga. Dalam Rumusan 

Hukum kamar keluarga ini membahas beberapa hal penting, beberapanya 
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Najichah, “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan 

Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
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yaitu menyangkut terkait perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan 

akibat dari perceraian yang isinya meliputi: 

a. Nafkah Lampau (Nafkah Madliyah) anak yang di lalaikan oleh seorang 

ayah bisa diajukan gugatan oleh ibu atau orang-orang yang nyata 

mengasuh anak tersebut. 

b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi 

hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran 

kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai 

gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “....yang dibayar 

sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar 

tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.
21

 

Jadi, disimpulkan bahwa sang mantan istri boleh langsung 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan dalam rangka lalainya seorang 

suami dalam memberi hak-haknya kepada istri. 

2. Pengertian Perceraian 

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah dalam hukum yang 

sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau sebuah ikatan 

pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita selama mereka hidup 

sebagai pasangan suami istri sudah berakhir.
22

 Sedangkan Perceraian 

menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan 

                                                             
21

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 
22

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,(Jakarta: Kencana Cet Ke-

1,2006),189 
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Hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. 

Maksudnya ialahtidak diperbolehkan perceraian atas kesepakatan antara 

suami istri saja dalam undang-undang. Tuntutan perceraiannya harus 

diajukan kepada Pengadilan Agama setempat agar diizinkan memutus 

perkawinanbaik secara gugat biasa dalam perkara perdata.Sebelum izin 

diberikan, Hakim sudah harus berusaha semaksimal mungkin 

mendamaikan kedua belah pihak.
23

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Bahwasanya 

putusnya perkawinan ada 3: 

a. Kematian 

b. Perceraian 

c. Putusan Pengadilan
24

 

Dan perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang Pengadilan 

Agama meskipun pihak Pengadilan Agama sudah berusaha 

mendamaikandan tidak berhasil dimediasi. Putusnya Perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian ini bisa terjadi karena adanya permohonan 

talak ataupun berdasarkan Gugatan Cerai.
25

 

Dalam kitab fiqh dan buku acara perdata Pengadilan 

Agamamenyebutkan bahwa ada beberapa perkara yang terjadi yang dapat 

menyebabkan timbulnya perceraiandalam kehidupan berumah tangga dan 

ini pun bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan 

tersebut: 

                                                             
23

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,Cet. Ke-2, 2007),65. 
24

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113 
25

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114-115 
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a. Terjadi nusyus dari pihak istri 

Nusyus adalahkelalaianatau kedurhakaankepada suaminyayang 

dilakukan istri, dalam artian sang istri tidak lagi bisa menurut apa yang 

diperintah oleh suami. Hal tersebut bisa saja terjadi karena tidak 

menurut perintah, kelalaian, dan hal lain yang bisa mengganggu 

keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.
26

 

b. Nusyusdari pihak suami  

Perbuatan nusyus disini bukan hanya datang dari pihak istri 

saja, akan tetapi nusyus juga bisa dapat terjadi pada pihak suami. 

Misalnya suaminya menjadi pemabuk, berbuat zina, berbuat judi dan 

lain-lain yang sudah tidak mudah untuk diobati.
27

Dalam Al-Quran 

Surat An-Nisa Ayat 128 berbunyi:  

                      

                       

                  

 

Artinya:“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz 

atau bersikap tidak acuh maka keduanya dapat mengadakan 

perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik 

(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir 

Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan 

memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan 

bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.”
28

 

                                                             
26

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia(Studi Kritis 

perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI),(Jakarta: Kencana Cet Ke-

1),209. 
27

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, 224 
28

 Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al- Azhar Al-Qur’an dan Terjemah,99. 
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c. Terjadi Perselisihan diantara keduanya secara terus-menerus dan tidak 

memiliki harapan untuk kembali bersama melanjutkan erumah tangga, 

meskipun dalam persidaangannya nanti majelis Hakim sudah berusaha 

semaksimal mungkin dalam mendamaikan kedua belah pihak yang 

berperkara dalam mediasi. 

d. Salah satu dari suami atau istritelah berbuat zina (fahisyah), sehingga 

menimbulkan dampak saling menuduh di antara suami san istri. Cara 

penyelesaianmasalah ini adalah dengan membuktikan tuduhan yang 

disebutkan dengan cara li’an, yang bisa mengakibatkan terjadinya 

talak ba’in kubro. 

3. Macam-Macam Perceraian 

Menurut Undang-Undang, perceraian dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Talak  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 disebutkan 

bahwasanya Talak adalah ikrar yang dilakukan suami dihadapan 

sidang Pengadilan Agama yang bisa menjadi sebab putusnya 

perkawinan.
29

 Jadi talak disini yaitu memutus tali perkawinan yang 

sah, dimasa yang akan datang dari pihak suami dengan kata-kata yang 

sudah ditentukan atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan 

kata-kata tersebut yang mengakibatkan terjadinya talak. Dengan kata 

lain suamilah yang berhak menjatuhkan talak kepada istri kapanpun ia 

berkata, maka jatuhlah talak. 

                                                             
29

Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 
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Jenis-jenis talak itu dibagi menjadi 2, yaitu: 

b. Talak Raj’i 

Thalaq Raj`iadalah talak yang memperbolehkan kaum laki-laki 

bisa kembali lagi pada istrinya selama masa iddahnya belum habis 

dengan tanpa mahar baru dan akad baru.
30

 

Didalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118 disebutkan 

bahwa talak Raji’i adalah talak kesatu atau kedua, yang mana suami 

bisa rujuk dengan istri selama istri masih dalam masa iddah.
31

 

c. Talak Ba’in 

Talak Bain disini ada 2 macam, yaitu: 

1) Talak Ba’in shugro 

Talak Ba’in sughra adalah talak yang tidak memperbolehkan 

suami merujuk istrinya meskipun sang istri masih dalam masa 

iddah.
32

 

2) Talak ba’in kubro 

Talak Ba’in kubro sendiri merupakan talak yang terjadi 

setelah talak ketiga atau talak tiga sekaligus. Talak ini memiliki arti 

suami tidak bisa kembali merujuk istrinya ataupun menikahinya 

kembali. Kecuali sang istri sudah pernah menikahi lelaki lain 

kemudian bercerai.
33

 

                                                             
30

 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 

2010), 336. 
31

Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 
32

Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia,(Jakarta: PT. Imtermasa Cet Ke-2, 

1986), 200. 
33

Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia, 200. 
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d. Cerai gugat 

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang 

istri dengan petitum yang berisi memohon agar pihak Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari’ahuntuk memutus   perkawinan antara 

tergugat dan penggugat.
34

 Cerai gugat ini diajukan oleh seorang istri 

yang memiliki bukti telah melakukan perkawinan yang yang 

dilakukan secara sah menurut Agama Islam secara dan tercatat di 

Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini juga gugatan nya ini sang istri 

boleh mengajukan komulasi gugatan berupa perkara nafkah iddah, 

nafkah mut’ah nafkah anak, nafkah istri, mut’ah serta gugatan 

hadhanah secara bersamaan dengan gugatan cerai yang di ajukan ke 

Pengadilan Agama.  

Dalam gugatan nya nanti saat seorang istri akan mengajukan 

gugatan cerai, seorang isteri boleh mengajukan komulasi perkara yang 

isinya adalah Gugatan cerai dan gugatan soal nafkah istri, penguasaan 

anak, nafkah anak dan juga bisa termasuk harta bersama antara istri 

dan suami. Untuk pemeriksaan nya tidak berbeda dengan perkara 

cerai talak ketika tergugat mengajukan sebuah rekonpensi. 

Dalam penyampaiannya gugatan ini bisa di ajukan dengan cara 

gugatan/permohonan secara tertulis. Pada dasarnya semua 

gugatan/permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Ketua 

Pengadilan Agama, mengenai gugatan yang diajukan penggugat 

                                                             
34

Direktorat jenderal badan Peradilan, pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama.( Mahkamah Agung:2013),149. 
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secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon, dan tanda 

tangan dari kuasa hukum apabila penggugat telah menunjuk kuasa 

hukumnya. Namun bagi penggugat/pemohon yang tidak bisa menulis 

dan membaca maka gugatan bisa diajukansecara lisan kepada Ketua 

Pengadilan Agama kemudian Ketua Pengadilan Agama dapat 

langsung memberi perintah kepada  majelis Hakim agar mencatat 

semua yang dikatakan oleh penggugat/pemohon. Jika sudah maka 

gugatan akan ditandatangani oleh majelis Hakim yang menerima itu.
35

 

4. Putusan Pengadilan 

Sebagai salah satu kekuasaan Negara yang merdeka yaitu 

kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman mempunyai misi 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.dan 

sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi 

martabat kemanusiaan.untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus 

meperhatikan nilai kemanusian dan keadilan.
36

 

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari’ah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak 

yang berperkara, putusan verstek yang tidak di ajukan banding dan 

putusan hasil perdamaian,. Apa itu putusan verstek, putusan verstek adalah 

permohonan yang diajukan oleh penggugat untuk diputus sebab 

tergugat/termohon tidak pernah menghadiri persidangan ketika sudah 
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Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-

VII),40 
36 Ilyas Rohayat, Implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Studi Kasus Pengadilan Agama 

Banyuwangi(Jember:digilib.iain-jember.ac.id),1 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 

26 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Dan ketika sudah diputus 

verstek pun ia tidak mengajukan perlawanan kepada pihak Pengadilan 

Agama.
37

Dalam Pengadilan Agama Produk Hakim dari hasil pemeriksaan 

perkara persidangan itu terbagi menjadi 3 macam
38

 yaitu: 

a. Putusan  

Putusan yaitu ungkapan-ungkapan Hakim yang di kumpulkan 

melalui ucapanmaupun tertulis oleh Hakim dalam sidang yang terbuka 

untuk umum, semua yang ada di putusan adalah hasill dari 

pemeriksaan dalam perkara gugatan (Kontentius) 

b. Penetapan  

Penetapan itu juga sama seperti putusan ungkapan-ungkapan 

Hakim yang dikumpulkan melalui ucapan maupuntertulis oleh Hakim 

dalam sidang yang terbuka untuk umum, Cuma bedanya penetapan ini 

adalah semua nya itu adalah hasil dari pemeriksaan dalam perkara 

Permohonan (Voluntair). Selain itu, dalam penetapan-penetapan lain 

yang bersifat teknis administratif Hakim juga mengeluarkan penetapan 

yang dibuat bukan sebagai produk sidang misalnya penetapan 

penundaan sidang, penetapan hari sidang, penetapan perintah sita 

jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi dari putusan dan lain-

lain. Semua itu tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak 

memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”  karna it bukan bukan termasuk produk sidang. 

                                                             
37

Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama,256 
38

Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama,251 
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c. Akta Perdamaian 

Akta Perdamaian akta yang dibuat oleh Hakim 

berisikanmusyawarah antara kedua belah pihak dalam hal sengketa 

kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan akan berlaku sebagai 

putusan.  

Jika dilihat dari isinya putusan terhadap gugatan/perkara 

sendiriitu sendiri ada 4, yaitu : 

1) Tidak Menerima Gugatan penggugat 

2) Menolak gugatan penggugat seluruhnya 

3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan 

menolak/tidak menerima selebihnya 

4) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya 

Jika dilihat dari sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan 

itu ada 3 macam
39

: 

1) Putusan deklaratif 

Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya bersifat 

menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang 

menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan 

yang sah, putusan yang menolak gugatan. 

2) Putusan konstitutif 

Putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat 

menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak 

                                                             
39

Direktorat jenderal badan Peradilan, pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama.( Mahkamah Agung:2013),113 
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memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya untuk 

memutuskan suatu ikatan perkawinan.  

3) Putusan kondemnatoir 

Putusan kondemnatoir itu adalah putusan yang bersifat 

menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi 

yang ditetapkan oleh Hakim. Dalam putusan yang bersifat 

kondemnatoir biasanya terdapat amar putusan yang berbunyi 

kalimat “Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat 

sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, 

menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan) 

5. Hak-Hak Perempuan akibat Perceraian di Pengadilan Agama 

Dalam hal Cerai Talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 149 yang mana hal-hal yang harus dilakukan suami karena 

terjadinya perceraian akibat talak yaitu: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

benda atauuang, kecuali istri tersebut Qabla Al-Dukhul 

b. Memenuhi nafkah, kiswah dan maskan kepada bekas istri selama masa 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan 

sedang dalam keadaan tidak hamil 

c. Memberikan pelunasan mahar yang sebelumnya masih terhutang 

seluruhnya, dan seseparuh apabila Qabla Al-Dukhul 

d. Membiayai hadhanah anak-anaknya saat  belum berusia 21 tahun. 
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Dan dari cerai gugat yang berakibat pada anak setelah perceraian 

tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 sebagai 

berikut: 

a. Anak yang belum mumayyiz berhakmendapatkan hadhnah dan ibunya, 

pengecualian ketika ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukan 

nya dialihkan kepada: 

1) Wanita yang memiliki garislurus keatas dari ibu 

2) Bapak 

3) Saudara perempuan yang bersangkutan dari anak 

4) Kerabat Wanita yang sedarah menurut garis samping dari bapak. 

b. Anak memiliki hak untuk memilih mendapatkan hadhanah antara ayah 

atau ibunya ketika sudah mumayyiz atau dewasa 

c. Apabila pemegang hadhanah itu ternyata tidak bisa menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani sang anak, meskipun biaya hadhanah 

sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, 

Maka Pengadilan Agama boleh memindahkan hak hadhanah kepada 

kerabat lain yang juga mempunyai hak hadhanah 

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat 

mengurus dirinya sendiri (21 Tahun) 

e. Bila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai hadhanah dan 

nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya menurut 

angka (1),(2) dan (3) 
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f. Pengadilan dapat pula melihat kemampuan ayahnya dalam menetapkan 

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak 

ikut dengannya. 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 31 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penilitian disini menggunakakan pendekatan 

penelitian yang kualitatif. Metedologi kualitatif merupakan penelitian 

yang dikumpulkan dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan 

perilaku yang diteliti kemudian menghasilkan data deskriptif. Penelitian 

dalam skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan deskriptif 

kualitatif, Metode ini dilakukan dengan mencari fakta dengan 

interprestasi yang sesuai dan apa adanya. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam karya tulis ilmiah ini 

merupakan jenis penelitian yang masuk dalam kategori penelitian 

lapangan (field research). Yang disebut penelitian lapangan yaitu peneliti 

langsung datang ke lapangan untuk mengamatisesuatu kejadian dalam 

suatu keadaan alamiahuntuk mengumpulkan data kualitatif,.
40

 

B. Subjek Penelitian  

Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek 

penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informasi tersebut peneliti 

bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti bisa 

                                                             
40

Sugiyono,Metodologi penelitian kualiatif, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2018),33 
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mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti. Maka penulis 

memilih beberapa informan yang bisa dijadikan sumber informasi, yaitu: 

1. Beberapa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi  

2. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi 

3. Beberapa orang yang sudah bercerai 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian adalah lokasi atau tempatyang dipilih oleh penulis 

untuk mengumpulkan data. Agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil 

yangsempurnadan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis mengambil 

satu lokasi penelitian yang fokus pada Pengadilan Agama Banyuwangi 

sebagai lokasi penelitian agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang 

sesuai.
41

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau proses yang dilakukan 

penulis dengan tujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna 

menjadikan skripsi menjadi lengkap dan sempurna. Oleh karenanya seorang 

peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan 

digunakan sebagai bahan penelitian. 

1. Observasi  

Observasi yaitu metode ilmiah yang bisa diartikan mengamati 

suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dalam artian peneliti mengunjungi lapangan langsung untuk melakukan 

                                                             
41

Rukin,S.Pd,M.si, Metode Penelitian Kualitatif,(Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia 

Indonesia,2019),74. 
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penelitian. Sedangkan, tidak langsung yaitu penulis melakukan 

pengamatan dan wawancara kepada informan untuk memperoleh data 

tersebut. 

2. Wawancara. 

Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

mendapatkan informasi langsung dari informan secara lisan.
42

artinya 

peneliti disini adalah penelitiakan mengajukan pertanyaan secara langsung 

dan bercakap-cakap dengan informan kemudian informan akan 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, Wawancara yang akan di 

lakukan oleh penulis disini yaitu dengan para hakim Pengadilan Agama 

Banyuwangi tentang bagaimana peran Pengadilan Agama terhadap 

pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian menurut SEMA No.2 

Tahun 2019. 

3. Dokmentasi. 

Dokumen adalah sumber data yang sudah lama digunakan oleh 

dalam penelitian, karna dalam dokumen banyak terdapat banyak sumber 

data yang bisa dimanfaatkan untuk menguji penelitian. Penggunaan 

dokumen juga bisa berupa record, record merupakan pernyataan tertulis 

yang disusun oleh seseorang ataupun lembaga untuk keperluan pengujian 

suatu peristiwa. 
43

 

Adapun penulis mengambil dan mengumpulkan dokumentasi dari 

beberapa sumber berikut: 

                                                             
42

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta:Rineka 

Cipta,2002),135 
43Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA),216 
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a. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi. 

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi. 

c. Tujuan Pengadilan Agama Banyuwangi. 

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi 

E. Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan menysusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Yang 

dilakukan  dalam analisis data yaitu44: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yaitudata yang diperoleh dari kegiatan lapangan akan 

dipilih secara teliti dan rinci, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu data yang sudah 

direduksi akanmempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi yang 

utuh, kesimpulan sendiri bisa dan akan dibuktikan melalui penelitian yang 

                                                             
44

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d(Bandung: Alfabeta, 2017), 244-246. 
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sudah berlangsung. Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang akan muncul 

dari data lain akan diuji kebenarannya dengan validasi kesimpulan, 

kesimpulan akhir akhir perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung 

jawabkan.. jadi dari kesimpulan ini juga diharapkan bisa menjadi  

3. Verification (ConclusionDrawing) 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi yang 

utuh, kesimpulan sendiri bisa dan akan dibuktikan melalui penelitian yang 

sudah berlangsung. Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang akan muncul 

dari data lain akan diuji kebenarannya dengan validasi kesimpulan, 

kesimpulan akhir akhir perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung 

jawabkan.. jadi dari kesimpulan ini juga diharapkan bisa menjadi temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada.
45

 

F. Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan bagian dari langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan keabsahan dari data yang sudah 

ditemukan saat meneliti dilapangan, agar temuan tersebut dapat dikatakan 

absah maka perlu diteliti kredialitasnya melalui teknik keabsahan data. Salah 

satunya menggunakan triangulasi data, observasi mendalam, pengecekan 

anggota, melacak kesesusaian hasil, analisis kasus lain.  

  

                                                             
45Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) 16 
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

Agar pelaksanaannya terarah dan sistemastis maka penulis menyusun 

tahapan-tahapan penelitian..
46

 Menurut Moleong, dalam melaksanakan 

penelitian ituada empat tahapan yaitu: 

1. Tahap sebelum riset 

Dalam tahap sebelum riset ini peneliti mencari subjek sebagai 

informan, termasuk jugamencariinformasi, mencari data lapangan (field 

study) yang menjadi latar belakang penelitian, Peneliti juga 

berupayamengkonfirmasi secara ilmiah melalui penelusuran literatur 

pada buku dan referensi yang akan mendukung penelitian ini. 

2. Riset 

Saat melakukan riset ini penulis harus mempelajari dan memahami 

latar masalah dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang cukup. 

Pada saat riset ini penulis melakukannya dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

3. Tahap pasca riset 

Tahap pasca riset adalah Tahapan ketiga dipenelitian ini 

yaitumenganalisis data. Saat Peneliti sudah melakukan riset dan 

melakukan beberapa rangkaian proses dalam menganalisis  data yang 

sudah didapatkan. Tahapan ini juga merupakan akhir dari tahapan 

penelitian yang mana akan fokus pada bagaimana menyajikan data dan 

hasil dari penelitian. 

                                                             
46

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: (IAIN Jember Press, 2017),76. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi 

1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi 

 Pengadilan Agama Banyuwangi dibentuk berdasarkan TAP Raja 

No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.
47

 

2. Sejarah singkat Pengadilan Agama Banyuwangi 

a. Masa Sebelum Penjajahan 

Di daerah Banyuwangi pada masa sebelum penjajahan ini 

masih belum berbentuk lembaga. Jadi pada saat itu belum memiliki 

kejelasan terkait penyelesaian masalah yang muncul dari masyarakat 

setempat yang beragama Islam, karena pada saat itu jika terjadi 

masalah maka hanya akandiurus dan diselesaikan oleh kyai/ulama 

setempat.
48

 

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang. 

Pada tahun 1882 akhir masa penjajahan Belanda ini  ini umat 

Islam sudah mulai memiliki kejelasan terkait penyelesaian masalah-

masalah karna sudah bisa diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama 

meskipunmasih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat pada 

umumnya. Hal ini terjadi ketika pemerintah penjajah Belanda 

                                                             
47

Rachmadi Nazrul, Profil PA Banyuwangi, google, last modifed Oktober 31, 2018, 

http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-

30 
48

Rachmadi Nazrul, Profil PA Banyuwangi, google, last modifed Oktober 31, 2018, 

http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-

30 
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mengeluarkan besluit untuk Pengadilan Agama. Pada tahun 1942 

masaakhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhimya penjajahan 

Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas 

keberadaannya yaitu berdekatan dengan Kantor Kenaiban dan terletak 

pada sebelah utara Masjid Baiturrahman Banyuwangi. 

c. Masa Kemerdekaan Tahun 1945 

Pengadilan Agama Banyuwangi masih bertempat pada kantor 

yang sama pada tahun 1945 yaitu sebelah utara Masjid Baiturrahman 

dekat Kantor Kenaiban Banyuwangi. Dan ketika tahun 1946 sejak 

Kantor Departemen Agama Banyuwangi didirikan juga bertempat 

yang sama dengan Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian ada 

tahun 1955 Pengadilan Agama Banyuwangi pindah lokasi tetap 

sekitarMasjid Agung Baiturrahmannamun terletak pada sebelah 

selatan hal ini juga bersamaan dengan kantor Kantor Urusan Agama 

dan Departemen Agama Kecamatan Banyuwangikarena adanya 

perbaikan Masjid Baiturrahman dan pada saat itu Departement Agama 

membelii bangunan di  Hotel Sri Kandi.  Pada tahun 1970-an Bupati 

Banyuwangi memberikan bantuan untuk Pengadilan Agama, Kantor 

DEPAG dan KUA Kecamatan Banyuwangi berpindah pada lokasi 

baruyaitu Jl. Jaksa Agung Suprapto Banyuwangi. Dalam 

perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor 

Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian 

Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena 
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timbul masalah akhimya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di 

Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ. 

S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani 

nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan 

kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. 

Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama 

Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi 

sampai sekarang. 

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . 

Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami 

kesulitanpada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974, dan tetap berjalan cukup baik karena mendapat tambahan 

wewenang yang awalnya ditangani oleh KUA Kecamatan kemudian 

saat itu sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. 

Sehingga kerjasama yang terjalin antara Pengadilan Agama dengan 

Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melayani 

masyarakat berjalan dengan baik hingga saat ini.  

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 

Setelah keluarnya Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 

Pengadilan Agama Banyuwangimulai mensosialisasikan dan 

melaksanakan Undang-undang tersebut dan berjalan cukup  baik dan 

terjalinnya hubungan baik dengan beberapa instansi terkait seperti 

Pengadilan Negeri yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum 
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Pengadilan Agama Banyuwangi selalu membantu. Hal ini bisa dilihat 

dari banyaknya berbagai macam perkara seperti perkara waris, harta 

bersama (gono – gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah 

dikenalnya pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989. Disisi 

lain Demikian juga masalah akte ceraisemula menjadi wewenang 

Kantor Urusan Agama namun berdasarkan Undang - undang Nomor 7 

Tahun 1989  masalah tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama 

Banyuwangi dan karena adanya kesadaran semua pihak maka 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bisa berjalan 

dengan baik. walaupun Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang direvisi menjadi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, 

maka wewenang Pengadilan Agama bertambah pada hukum Islam 

lainnya seperti wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari’ah, bukan 

hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang 

yang beragama Islam di bidang nikah, talak, dan rujuk saja.  

3. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi 

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang terletak di ujung 

pulau Jawa Timur bagian timur dan memiliki luas wilayah 5782,40 km2 

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan dan jumlah penduduk 

1.693.630 jiwa dan merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur dan pulau 

Jawa. Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama kelas 1A 

yang sudah menempati gedung baru di JalanJaksa Agung Suprapto No.52 

Sejak Desember 2019. Pengadilan Agama memiliki luas tanah 4870 m2 
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dan luas bangunan 1661,39 m2 Pengadilan Agama Banyuwangi 

menduduki ranking ke 4 dalam penerimaan perkara di wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan 

Agama Banyuwangi didukung dengan sumber daya manusia terdiri dari 

Ketua, Wakil Ketua dan 23 orang hakim, panitera dan sekertaris serta 

pegawai ASN 35 orang dan tenaga honorer sebanyak 15 orang sehingga 

mampu mewujudkan pelayanan prima yang terbaik kepada masyarakat 

pencari keadilan. Seluruh pegawai berkomitmen melaksanakan janji 

pelayanan dan menerapkan standar APM predikat A (Excellent), 

mewujudkan pembangunan Zona integritas menuju Wilayah bebas dari 

korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) 

Pengadilan Agama mengutamakan layanan kepada masyarakat 

pencari keadilan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan 

yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem layanan, mulai layanan 

informasi, layanan pendaftaran, layanan pembayaran, layanan 

pengambilan produk pengadilan didukung dengan teknologi dan informasi 

yang maju, pos bantuan hukum, Bank BRI, Jasa Pos, pojok E-court, dan 

gugatan mandiri serta ruang advokat dan benar-benar memberikan 

kemudahan dalam mencari informasi dan alur pelayanan di Pengadilan 

Agama Banyuwangi.  

 Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen mewujudkan 

pelayan prima, profesional, transparan, akuntabel melalui perubahan pola 

pikir, mindset, budaya kerja 5R dan 5S, sehingga terjamin dan terpenuhi 
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hak-hak masyarakat pencari keadilan sebagai wujud service Excellent 

dalam mencapai peradilansederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan. 

Pelayanan jam kerja Pengadilan Agama dimulai pada jam 8 pagi 

sampai dengan jam empat sore, pelayan persidangan dimulai tepat pada 

jam sembilan pagi dengan empat ruang sidang yang berstandar dekorom 

sehingga persidangan menjadi tertib, nyaman, aman, mengutamakan 

pelayanan yang simpatik kepada masyarakatpencari keadilan. Produk 

pengadilan dipercepat untuk diselesaikan kemudian diinformasikan dan 

disampaikan tepat waktu (One dat minutation and one day publish) 

melalui SIPP, web dan notifikasi perkara. 
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Gambar 4.1 

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama 
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4. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilaan Agama Banyuwangi 

a. Kedudukan Pengadilan Agama 

Dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 sebagai Undang-

Undang yang mengatur tentang lingkungan Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negaraberfungsi melaksanakan “Kekuasaan Kehakiman” atau 

“judicial power” secara tegas. Dan disini Pengadilan Agama adalah 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah 

Agung, bersama dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dalam pasal 63 UU No.1 

tahun 1974, kembali ditegaskan bahwa menerima, memeriksa dan 

mengadili sengketa perkara yang timbul dalam hukum 

kekeluargaanadalah kedudukan dan fungsi serta lingkungan Peradilan 

Agama.
49

 

Kemudian dalam pasal 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Pengadilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah 

satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur 

dalam Undang-Undang ini”
50

 jadi bisa dilihat dari Undang-Undang 

tersebut Pengadilan Agama memiliki asas sendiri yaitu asas 

personaliti keislaman, yang artinya tunduk dan dapat ditundukan 

kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama bagi 

                                                             
49

Harahap Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UNDANG UNDANG No 

7- TAHUN 1989(Jakarta: Pustaka Kartini,1990 Cet-1), 27 
50

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 
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mereka yang beragama Islam, termasuk pada perkara tertentu yang 

berhubungan dengan hukum keperdataan berdasarkan Hukum Islam. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama memiliki 

Wewenang:   

1) Kewenangan absolut 

Kompetensi absolut Antar lingkungan Peradilan yang 

masing-masing lingkungan ditentukan oleh bidang yuridiksi yang 

dilimpahkan Undang-Undang.Dan dijelaskan terkait adanya empat 

lingkungan peradilan ini sudah memiliki batas-batas yuridiksi 

masing-masing untuk melaksanakan fungsi kewenangan mengadili 

sebagai pelaksana fungsi dan kewenangan kehakiman.
51

 

2) Kewenangan relatif 

Gugatan/permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang 

berwenang baik secara absolut ataupun relatif oleh pihak yang 

berhak mengajukannya agar dapat diterima dan terhindar dari 

eksepsi.
52

 

 Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama kompetensi 

relatif ini diatur secara umum dalam pasal 118HIR/R.Bg yang 

artinya kompetensi berdasarkan wilayah hukum. Hal ini, dan diatur 

secara khusus dalam berbagai perundang-undangan. Pada asasnya 

gugatan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Tergugat 

                                                             
51

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No 7- 

tahun 1989(Jakarta:Pustaka Kartini,1990 Cet-1),92. 
52

Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-

VII),44 
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oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, 

sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat 

tinggal pemohon, kecuali ada undang-undang yang menentukan 

lain.  

 Dalam pasal 66 dan 73 UU No. 7 th 1989 yang menetapkan 

bahwa perkara percerain diajukan ke Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal istri. Hal ini bertujuan untuk 

melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan 

tersebut tidak bisa diberikan karena alasan-alasan tertentu yang 

diatur Undang-Undang atau pihak istri tidak mennghendaki nya. 

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi 

Tugas pokok sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaratertentu yang 

diajukan kepadanyabagi orang yang beragama Islam dibidang: 

1) Perkawinan 

2) Waris 

3) Wasiat 

4) Hibah 

5) Wakaf 

6) Zakat 

7) Infaq 

8) Shadaqah, dan 
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9) Ekonomi syariah 

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

Banyuwangi juga mempunyai fungsi lain seperti
53

: 

1) Fungsi Pembinaan, yaitu selalu memberikan arahan, bimbingan, 

serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah 

jajarannya, baik itu menyangkut teknis yudicial, administrasi 

Peradilan, ataupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006) 

2) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, Panitera, 

Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita 

Penggantidibawah jajarannya agarperadilan dilaksanakan dengan 

seksamadan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan 

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: 

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3) Fungsi nasehat, yaitujika instansi pemerintah di daerah 

hukumnya meminta pertimbangan dan nasihat hukum, maka 

Pengadilan Agama akan memberikannya. (vide : Pasal 52 ayat (1) 

Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 
                                                             
53Rachmadi Nazrul, “Tugas pokok dan fungsi”, google, last modifed Oktober 31, 2018, 
http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-
32 
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4) Fungsi mengadili, yaitusegala hal yang menjadi wewenang 

Pengadilan Agama tingkat pertama dalam menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara. Maka akan 

diselesaikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.(vide : Pasal 

49Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

5) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi 

peradilan maupun administrasi umum. Yang mana administrasi 

peradilan berupa teknis dan persidangan dan administrasi umum 

yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan. 

(vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

Fungsi Lain dari Pengadilan Agama adalah
54

: 

a) Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait, 

seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-laindalam 

pelaksanaan tugas hisab dan rukyat (vide: Pasal 52 A Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b) Melayani penyuluhan hukum, memberi akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat dan transparansi informasi dalam 

era keterbukaan sebagai pelayanan riset/penelitian bagi yang 

membutuhkan selama hal tersebut sesuai dan diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

                                                             
54Rachmadi Nazrul, Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Banyuwangi, google, last modifed Oktober 
31, 2018, http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-
30-08-06-30 
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KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan.
55

 

5. Motto Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi 

  Motto Pelayanan yang menjadi acuan di Pengadilan Agama 

Banyuwangi disini yaitu melayani secara Bersih, Elok, Religius, Indah, 

Maju, Aman, Nyaman (BERIMAN)
56

 

a. Bersih yaitumewujudkanbudaya anti korupsi.  Sehingga aparat 

Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi aparatur yang bersih dan 

bebas dari korupsi. 

b. Elok yaitu ramah dan santun dalam bertutur kata serta berpenampilan 

rapi dan sopan dalam berbusana. 

c. Religius yaitu Memberikan pelayanan prima kepada para pencari 

keadilan sehingga menciptakan hati yang teduh bagi para pencari 

keadilan di Pengadilan Agama Banyuwangi. 

d. Indah yaitumenetapkan kedisiplin, selalu mematuhi tata tertib serta 

meningkatkan keindahan dalam bekerja. 

e. Maju: selalu professional dalam bekerja dan membangun hati yang 

optimis dalam meraih kemajuan 

f. Aman, Menciptakan suasana yang aman dan terkendali di lingkungan 

Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga menjadikan suasana yang 

damai. 

                                                             
55Rachmadi Nazrul, “Tugas pokok dan fungsi”, google, last modifed Oktober 31, 2018, 
http//www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34 
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g. Nyaman, mewujudkan suasana yang asri dengan meningkatkan sarana 

dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi demi 

kenyamanan bersama. 

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi 

Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung” 

Misi 

a. Menjaga Kemandirian yang terjadi antara aparatur pengadilan agama. 

b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredebel dan tran. 

c. Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat yang diperoleh dari 

kesatuan hukum. 

d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam melaksanakan 

tugas
57

 

 Mewujudkan kebijakan tersebut diatas, seluruh Pegawai 

Pengadilan Agama banyuwangi berkomitmen dan bertekad dalam 

memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan 

transparan agar terciptanya peradilan yang berwibawa dan bermartabat dan 

lebih mengutamakan kepuasan para pencari keadilan di Pengadilan 

Agama, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berhubungan melalui 

implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama. 

a. Dalam Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, 

professional dan Independen. 

                                                             
57

Rachmadi Nazrul,“Visi Misi Pengadilan Agama Banyuwangi”, last modifed Oktober 31, 

2018,http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi 
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b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatus Pengadilan Agama 

Banyuwangi melalui pendidikan dan pelatihan. 

c. Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan mamajemen 

peradilan yang efektif dan efisien. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan 

pelayanan peradilan yang berbasis SAPM Peradilan Agama. 

7. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi 

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani 

penyelesaian perkara, disamping pejabat kesekretariatan. Susunan  

Pengadilan Agama Terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, 

panitera, Sekretaris dan Jurusita. Dalam strukturalnya pimpinan 

Pengadilan Agama terdiri dari Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas 

dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih 

lanjut oleh Mahkamah Agung, sedang tugas secara tanggung jawab, 

susunan  

organisasi dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri 

Agama.
58

 

Berikut adalah susunan organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi 

yang sudah diatur dalam pasal 9 undang-undang No.7 tahun 1989: 

a. Ketua   : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim. M.H 

b. Wakil Ketua : Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES 

                                                             
58Rachmadi Nazrul, “Struktur Organisasi”, Google, last modifed oktober 31, 2018, http://www.pa-
banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33 
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c. Hakim : 1. H. Imam Shofwan, SH.,MH 

  2.Drs.M Edy Afan, M.H 

  3. Drs. Hafiz, M.H 

  4. Drs. H. Saifurrohman, S.H, M.Hum 

  5. Dra. Zaenah, S.H., M.H. 

  6. AH. Saleh, S.H., M.HES. 

  7. Drs. Ambari, M.S.I. 

  8. HJ. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.M.H.E.S 

  9. Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H 

  10. Drs. H. Nadjib, S.H 

  11. Mukrim, S.H 

  12. Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H. 

  13. Drs. H. Muhammad, M.H. 

  14. Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. 

  15. Drs. Mufarikin, S.H. 

  16. H. Yusup, S.H., M.H. 

B. Penyajian Data 

1. Proses Yang Berlangsung Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam 

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian 

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, 

kedua nya membangun rumah tangga dengan tujuan yang baik. Namun, 

bagaimana jika pernikahan tersebut tidak berjalan sesuai yang diinginkan 

oleh keduanya, masalah yang datang tanpa diduga yang berakhir pada 
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perceraian dengan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Contohnya 

seperti mungkin faktor perbedaan pendapat, orang ketiga ataupun karena 

faktor ekonomi. Hal ini menyebabkan keduanya harus memilih perpisahan 

sebagai pilihan terakhir, namun ketika berpisah keduanya tidak begitu saja 

karena ada hal nafkah yang harus diselesaikan. 

Dalam Islam maupun hukum positif wanita benar-benar di lindungi 

hak-haknya, kemudiandalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berisi tentang amar 

pembayaran yang wajib dibayar suami pada istri akibat perceraian dalam 

perkara cerai gugat. Ini dimaksudkan agar dijadikan pedoman untuk 

Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengadili perkara perdata 

khususnya terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. 

Sebagaimana hasil dari wawancara terkait Proses yang berlangsung 

di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak 

perempuan akibat perceraian yang sudah saya lakukan kepada beberapa 

hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi Drs. H. Nadjib,S.H mengatakan 

bahwasanya:  

“Proses dan prosedur pemenuhan hak-hak perempuan itu bisa 

dilakukan dengan cara, yang pertama yaitu bila suami yang 

mengajukan cerai namanya cerai talaq, kemudian istrinya menjadi 

termohon atau yang diceraikan. Maka disitu hak-hak perempuan 

paska perceraian akan dilindungi karena cerai atas dasar 

permintaan dan keinginan suami, dan itu bilamana dalam proses 

persidangan ituatau dalam mediasi ada kesepakatan hak 

hakperempuan berupa iddah, mut’ah, nafkah anak, nafkah lampau 
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bisa terjadi dalam kesepakatan mediasi. Terus ada juga namanya 

cerai gugat, jadi cerai gugat ini gugatan cerai yang di ajukan oleh 

seorang istri kepada Pengadilan Agama, gugatan ini diajukan tentu 

saja dengan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian. 

Misalnya, suami nya berzina, mabuk-mabukan, suka berjudi dan 

lain-lain yang susah disembuhkan dan menjadi kebiasaan, bisa juga 

kalo keduanya selalu terjadi perselisihan dan tidak ada harapan 

untuk hidup rukun lagi. Nah Itu boleh ngajukan cerai gugat. Yang 

kedua yaitu berbeda dengan cerai talak yang sudah pasti dilindungi 

hak-haknya cerai gugat ini harus dengan mengajukan gugatan 

dengan cara komulasi perkara, ya sesuai dengan SEMA No 2 

Tahun 2019 itu komulasi data adalah permintaan yang diajukan 

karena hak-haknya yang dilalaikan dan dijadikan satu bersamaan 

dengan pengajuan gugatan cerai. Jadi istri disini boleh menuliskan 

rincian gugatan apa saja yang akan diajukan untuk diserahkan 

kepada Majelis Hakim karna seorang perempuan dalam kategori 

cerai gugat,istri yang dilalaikan hak nya selama pernikahan juga 

berhak memperoleh hak-haknya akibat dari perceraian. Yang 

terakhir yaitu Melalui inisiatif hakim (ex-officio), ex-officio ini 

terjadi karena sudah tidak adanya gugatan dan perempuan tidak tau 

menau tentang hak-haknya akibat perceraian, maka dari itu hakim 

akan mengingatkan dan memberikan arahan pengetahuan terkait 

hak-hak tersebut, bahwasanya ia akan mendapatkan hak-haknya 

ketika bercerai nanti. Apabila disetujui oleh perempuan nya, maka 

dengan begitu majelis Hakim akan menentukan hak-haknya yang 

akan diberikan sesuai dengan kesanggupan dan kepatutan suami”.
59

 

 

Menurut penjelasan dari beliau ini bisa disimpulkan bahwa seorang 

istri yang mengajukan ceraikepada suaminya ini akan dilindungi hak-

haknya pasca perceraian, Berbeda dengan perkara cerai talak yang sudah 

pasti dilindungi hak-haknya, cerai gugat disini harus mengajukan gugatan. 

seperti amar pembayaran nafkah mut’ah, amar pembayaran, nafkah 

madhiyah dan juga nafkah pada anak selama tidak ada alasan yang 

menyebabkan gugurnya hak tersebut. Hal ini yang membuat gugurnya hak 

tersebut salah satu contohnya yaitu seorang istri yang nusyuz kepada 

                                                             
59

Wawancara dengan Drs. H. Nadjib. S.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi,  Pada tanggal 

08 Juni 2021 
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suaminya.Nusyuz adalah seorang istri yang lalai dalam menjalankan hak-

haknya selama pernikahan.Kemudian cara selanjutnya yaitu sang istri 

mengajukankomulasi perkara gugatan, yaitu gugatan yang diajukan oleh 

penggugat secara bersamaan dengan gugatan cerai dalam hal dari 

penggugat boleh mengajukan petitum gugatan yang di inginkan kemudian 

nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jika kemudian 

keduanya pun tidak ada, maka majelis Hakim akan bertindak secara ex-

officio, yaitu mengutamakan inisiatif majelis Hakim dalam hal 

mewujudkan hak-hak yang akan diperoleh oleh penggugat tersebut yang 

kemudian diimbangi sesuai kemampuan dan kesanggupan sang suami. 

Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Hj. Dwi Wahyu 

Susilawati, S.H. M.H.E.S melanjutkan 

“Ya prosesnya itusama seperti biasa dalam cerai gugat, istrinya itu 

disarankan mengajukan gugatan hak-haknya. Nah sesudah istri 

mengajukan gugatan gitu, panggilan terhadap parapihak yang 

tempat kediamannya berada di wilayah pengadilan lain, dilakukan 

melalui Pengadilan Agama di tempat kediaman pihak yang 

dipanggil, sama halnya nya seperti pemanggilan pada perkara cerai 

talak. Selanjutnya pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh 

Majelis Hakim itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dalam 

sidang tertutup, setelah berkas atau surat gugatan perceraian 

didaftarkan di kepaniteraan, ketika sudah di ajukan terus sudah 

menjalani pemeriksaan, pihak Pengadilan Agama nanti pasti akan 

melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak dalam 

perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkera cerai 

talak. Jika keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali 

bersama lagi, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan 

perkara tersebut sampai selesai.”
60

 

 

                                                             
60Wawancara dengan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H. M.H.E.S Hakim Pengadilan Agama 
Banyuwangi, pada tanggal 08 Juni 2021 
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Beliau menjelaskan bahwa setelah istri mengajukan gugatan 

kepada Pengadilan Agama dan diterimaitu nantinya akan dilakukan 

pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara untuk diperiksa oleh 

pihak Majelis Hakim. Pemeriksaan gugatan percerain ini dilakukan oleh 

majelis hakim paling lambat 30 hari sejak surat gugatan tersebut masuk 

dalam data kepaniteraan. Tidak pernah lupa juga, dalam proses 

penyelesaian perkaranya majelis Hakim ini juga akan benar-benar 

mengusahakan mediasi atau perdamaian antara keduanya, jika memang 

sudah tidak bisa lagi diperbaiki maka Majelis Hakim akan melanjutkan 

perkara tersebut sampai pada putusan. 

Kemudian dilanjutkan oleh Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H terkait 

hak-hak perempuan pasca perceraian, beliau berkata: 

“Banyak orang yang ga ngerti masalah begini, bahwa itu hak 

perempuan. Maka dari itu kita memberitahukan bahwa akibat dari 

perceraian ini mereka akan mendapat haknya sebagai akibat dari 

suami yang menceraikan istrinya ada kewajiban bagi suami untuk 

memberikan nafkahnya. Termasuk iddah, iddah itu kan karna si 

istri tertahan selama 3 bulan untuk tidak bisa menikah. Ada 

haknya. Iddah itu standarnya ya perbulan, standar ya ketika selama 

menikah dia itu dikasih suami berapa dalam sebulan. Ya 

standarnya itu disitu. Misalnya suami nya kerja buruh 1bulan itu 

dikalkulasi satu bulan mendapat 1jt misalnya, nah disitu majelis 

hakim akan memberikan sepertiga dari penghasilan tersebut. 

Berarti kan 300rb. Nah berarti dalam 3 bulan kan 900rb.Untuk 

mutah ini biasanya dikalkulasi dengan lamanya dia menikah berapa 

tahun, dan nominalnya nanti akan diberikan seberapa pantasnya. 

Dan kembali lagi kepada kemampuan suami. Apalagi kalo ada 

anaknya, itu nanti akan ada dipihak perempuan. Daan suami wajib 

menafkahi anak tersebut.”
61

 

                                                             
61

Wawancara dengan Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H,Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada 

tanggal 08 Juni 2021 
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Menurut yang beliau katakan, Majelis Hakim akan memberikan 

pertimbangan dari hasil pekerjaan suami yang akan bercerai senilai 

sepertiga dari hasil pekerjaan sang suami, supaya juga tidak memberatkan 

sang suami dikemudian hari dan mempermudah penjatuhan beban nya 

ketika ikrar talak nanti. Karna nantinya juga selama persidangan keduanya 

akan mencantunkan bukti yang ditunjukan kepada majelis Hakim. Jadi 

meskipun seorang istri mengajukan rincian hak-haknya dan majelis Hakim 

merasa itu bisa memberatkan sang suami, maka majelis hakim akan 

berusaha mempertimbangkan sesuai kelayakan dari keduanya agar tidak 

memberatkan. 

Kemudian dalam wawancara selanjutnya bersama Drs. H. 

Saifurrohman, S.H., M.H. beliau mengatakan,  

“Selama saya tugas disini, ada ya yang mengajukan gugatan seperti 

itu namun pada dasarnya orang-orang berperkara ini tidak selalu 

menuntut hak-haknya. Karna semua nya sudah terselesaikan secara 

adat. Tidak harus di selesaikan di Pengadilan Agama. Namun yang 

seperti itu lebih banyak daripada yang diselesaikan di pengadilan 

sini. Contohnya seperti hak asuh anak, itu sudah berjalan dengan 

sendiri nya, meskipun kadang di rumah ayah nya kadang juga 

dirumah ibunya. Sepengalaman saya selama disini begitu.”
62

 

 

Menurut dari pengalaman yang sudah beliau alami selama tugas di 

Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa tidak selamanya semua 

yang berperkara cerai gugat itu mengajukan gugatan. Adakalanya semua 

itu terpenuhi dan terjadi menurut adat yang sudah biasa dilakukan saja. 
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Wawancara dengan Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, 

pada tanggal 08 Juni 2021 
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Seperti halnya hak asuh anak, itu sudah berjalan dengan sendirinya dalam 

memnagi waktu bersama baik itu bersama ibu atau ayahnya. 

Jadi, bisa disimpulkan dari wawancara empat Hakim adalah 

semuanya sepakat bahwasanya proses penyelesaian pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca perceraian ini bisa dilakukan dengan cara seorang istri 

yang disebut penggugat mengajukan gugatan nya ke Pengadilan Agama 

sesuai yang diinginkan, namun terlepas dari itu majelis akan tetap 

mempertimbangkan beban yang akan diputuskan kepada tergugat sesuai 

dengan kemampuan dan kelayakan.  

2. Kendala Pengadilan Agama Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan 

Pasca Perceraian 

Dalam pelaksanaannya melakukan pemenuhan hak-hak perempuan 

akibat perceraian tidak selamanya ketentuan-ketentuan yang berlaku itu 

berjalan dengan mulus sesuai keinginan. Adakalanya semuanya terkendala 

oleh sesuatu hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemenuhan 

hak-hak perempuan akibat dari perceraian ini. 

Dalam wawancara bersama Drs. H. Saifurrohman, S.H., 

M.Hmengatakan,  

“Salah satu kendala nya adalah ketika mereka tidak tau haknya, 

kamudian nantinya hakim akan memberikan solusi dan arahan 

kepada termohon, Tidak disepakati besaran bebannya, Termohon 

tidak pernah hadir dalam persidangan”
63
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Menurut beliau, kendala yang dialami selama persidangan adalah 

ketika seorang wanita tidak tau dampak dari perceraian tersebut, biarpun 

mereka tidak tau tapi Hakim akan memberikan arahan kepada istri semisal 

“Kamu nanti kalau cerai ada haknya, boleh ngajukan gugatan juga maunya 

minta berapa dan apa saja. Gimana mau tidak?” jika seorang istri 

mengatakan “iya” disitulah Hakim akan memproses hak tersebut. Yang 

kedua adalah tidak menyepakati besaran yang akan diminta. Karna hal itu 

akan menyebabkan proses persidangan semakin lama karna harus melihat 

dan mempertimbangkan bukti yang diberikan untuk memutuskan, yang 

ketiga yaitu karena termohon tidak hadir dalam persidangan. Inilah yang 

sulit, Hakim akan kesulitan menentukan besaran dan kemampuan yang 

bisa diberikan kepada wanita yang akan bercerai. Bagaimana bisa 

memproses ketika orang nya tidak hadir. 

Kemudian bapak Drs.Mufarikin, S.H melanjutkan terkait kendala 

Pengadilan Agama dalam memenuhi pemenuhan hak-hak pasca 

perceraian, beliau mengatakan 

“Kendalanya itu, sebenarnya kendala itu tidak ada dari pihak 

Pengadilan Agama nya, Cuma kalo pihak suami ngga ngasih itulah 

menjadi kendala. Misalnya sudah ada kewajiban memberi nafkah 

sekian dalam sebulan. Tapi ternyata pas dilapangan dia tidak 

memberi itulah yang menjadi kendala. Dan sebenarnya jika itu 

terjadi, pihak istri seharusnya mengajukan permohonan bahwa si 

suami mengabaikan putusan ini nanti kalo sudah diajukan oleh sitri, 

nantinya pihak Pengadilan Agama akan memanggil mantan suami 

untuk memenuhi haknya. Itulah sebabnya, Majelis Hakim 

memberikan beban terhadap suami sesuai dengan kemampuan nya 

yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Pertimbangan tersebut 

sudah dilihat dari bukti tertulisnya, kalo dia kerja diperusahaan 

gajinya berapa. Jadi supaya putusan itu dapat dilaksaanakan agar 

tidak terjadi kendala ini maka majelis hakim sudah 
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mempertimbangkannya. Jadi kendala-kendala itu kita antisipasi 

sebelumnya.dan Alhamdulillah di Pengadilan Agama Banyuwangi 

selalu berjalan lancar. Jadi selalu mempertimbangkan pekerjaan 

suami yang kemarin dan sekarang, kadang-kadang ada yang sulit 

lagi kalo misalnya dia tiba-tiba diPHK ditengah jalan. Itu yang 

repot”
64

 

 

Menurut penjelasan beliau, kendalanya itu tidak berasal dari pihak 

Pengadilan Agama. Karna bagaimanapun Pengadilan Agama Hanya akan 

memproses perkara yang sudah diajukan di Pengadilan Agama. Yang 

menjadi kendala adalah ketika si laki-laki tidak melaksanakan kewajiban 

dari putusan mejelis Hakim yang sudah ditentukan besaran bebannya 

untuk dibayarkan ketika Pengadilan Agama sudah memberikan Putusan. 

Karena Hakim juga tidak mungkin mengawasi mantan suami tersebut 

diluar pengadilan, Apalagi ketika ada perkara yang tiba-tiba dan tidak 

terduga seperti halnya diPHK seperti yang dijelaskan tersebut. Karna apa, 

ya karna penghasilannya akan berubah daripada yang sudah ditentukan 

sebelumnya.  

Bisa disimpulkan dari semua analisis menyebutkan bahwa memang 

benar ada kendala dalam menjalankan pemenuhan hak-hak perempuan 

akibat perceraian yaitu ketika seorang istrinya tidak tau tentang hak-

haknya, tidak disepakati besaran dari beban tersebut dan juga ketika 

tergugat tidak pernah menghadiri persidangan padahal sudah dipanggil 

secara patut oleh Pihak Pengadilan Agama, ini menyebabkan majelis 

hakim harus memutus secara verstek.  
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Wawancara dengan Drs.Mufarikin, S.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal  

08 Juni 2021 
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3. Peran Yang Dijalankan Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam 

Mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 Dalam Upaya 

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian 

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Hakim akan memberikan 

arahan yang akan memberikan akibat dan keuntungan yang ada untuk para 

pihak yang bersangkutan, tidak terkecuali dengan hak-hak perempuan 

pasca perceraian menurut SEMA No 2 Tahun 2019. Disana disebutkan 

adanya perlindungan yang akan diterima perempuan pasca bercerai, 

mereka tidak akan lagi merasa keberatan mengajukan gugatan yang 

seharusnya di ajukan. 

Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Hj. Dwi Wahyu 

Susilawati, S.H. M.H.E.S dalam wawancara menjelaskan 

“Pada dasarnya Hakim itu bersifat pasif dalam persidangan, tidak 

memaksa untuk menuntut atau apapun. Namun jika hakim sudah 

menemukan bahwasanya wanita tersebut adalah orang yang baik-

baik dan tidak nusyuz maka disitu hakim wajib untuk 

mengingatkan adanya kewajiban suami setelah perceraian dan 

kebolehan mengajukan gugatan kepada seorang suami yang tidak 

bertanggung jawab. Seperti Dalam SEMA No 2 Tahun 2019 ini, 

disitu dijelaskan Nafkah Lampau (nafkah madliyah) anak yang 

dilalaikan sama bapaknya itu boleh di ajukan gugatan oleh ibunya. 

Kalo bukan ibunya ya orang yang nyata ngasuh dia. Terus juga 

untuk ibunya, boleh dia itu mengajukan gugatan berupa posita dan 

petitum gugatan. Nantinya itu akan diperiksa, ditimbang dan diadili 

oleh majelis hakim. SEMA No 2 Tahun 2019 terkait perlindungan 

perempuan pasca perceraianini berlaku untuk perkara cerai gugat 

ya. Itu boleh.”
65

 

 

Menurut penjelasan beliau, seorang perempuan boleh mengajukan 

posita dan petitum gugatan ketika mengajukan gugatan cerai dalam satu 
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Wawancara dengan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H. M.H.E.S, Hakim Pengadilan Agama 

Banyuwangi, pada tanggal 08 juni 2021 
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perkara. posita adalah sebuah dalih dan bahasan yang membahas tentang 

mengapa sih ia mengajukan gugatan tersebut, Sedangkan petitum adalah 

sesuatu yang akan diminta oleh perempuan dalam gugatannya kepada 

Hakim untuk dikabulkan.  

Dilanjut dengan jawaban bapak Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H, 

beliau mengatakan 

“Nah mangkanya itu, hak-hak perempuan itu dibayar sebelum 

tergugat mengambil akta cerai. Jika hanya begitu kan ya hanyaa 

menang diatas kertas, ndak dibayar. Maka dari itu dalam amar 

putusan tersebut sudah di cantumkan bahwasanya beban tersebut 

harus dibayar sebelumnya. Kalo ndak begitu kan lemah kita, kan 

bisa aja ada perkataan yang bilang nanti dibayar dirumah. Tau-

taunya ndak. Jangankan itu dek, lawong sudah dibayarkan aja 

kadang direbut diluar itu uang nya, banyak terjadi begitu. Bukan 

disini sih. Pengalaman saya diluar sana. Kalau eksekusi kan biaya 

nya mahal. Misalnya kan dia eksekusi untuk dia dipenuhi untuk 

dipenuhi hak-haknya dia tuh karena kaya, terus istri harus ngajukan 

eksekusi karena merasa tidak imbang dengan apa yang dia 

dapatkan, ribet lagi. Kalau cerai talak itu kan amarnya baru di 

ijinkan saja untuk menjatuhkan talak. Beda amarnyasama cerai 

gugat, kalau cerai gugat kan begitu putus, menjatuhkan talak bain 

ndak sidang lagi kan, tinggal nunggu 15 hari udah incrach kan 

keluar akte cerainya. Maka dari itu kenapa koq di SEMA No 2 

tahun 2019 itu bunyinya ditambahkan kalimat “......Yang dibayar 

sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, ya karna setelah 

pembacaan putusan itu sudah tidak ada sidang lagi, hanya perlu 

menunggu 15 hari. sembari minutasi perkara. Entah itu nanti apa 

petitum nya akan dikabulkan seluruhnya ataupun sebagian oleh 

Majelis Hakim.Beda kalo sama cerai talak kan ada ikrar talak 

setelah putus itu baru di ijinkan. Tapi di amarnya itu sudah ada 

hak-hak pembebanan suami untuk istri itu sesuai dengan 

pertimbangan majelis hakim, nanti ketika ikrarnya itu baru dia 

bayar. Kan ada sidang sekali lagi, kalau cerai gugat nggak. Setelah 

putus itu tinggal nunggu akta cerai. Terganting ketika dua-duanya 

hadir, apa dia verstek. Kalo verstek ya nunggu PBT incrach nya, 

dari tanggal PBT ditambah 15hari. baru incrach keluar akta cerai. 

Kalau cerai gugat dua-duanya hadir ketika dibacakan, salah satu 

pihak tidak mengajukan upaya banding, itu kan sejak tanggal 
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dibacakan ditambah hari kelimabelas kan sudah incrach, Sudah 

BHT (Berkekuatan Hukum Tetap). 
66

 

   

 Beliau mengatakan bahwa berbeda dengan cerai talak yang akan 

ada ikrar talak setelah putusan di bacakan. Cerai gugat ini setelah putusan 

hanya akan menunggu 15 hari sejak pembacaan putusan sembari minutasi, 

minutasi adalah pengurusan surat-surat Pengadilan Agama yang asli, itu 

nanti harus tetap di arsipkan oleh pihak Pengadilan Agama tempat putusan 

itu dikeluarkan. Ketika sudah 15 hari, putusan itu akan Berkekuatan 

Hukum Tetap dan hari itu juga sudah terjadi perceraian. Setelah sudah 15 

hari Berkekuatan hukum tetap, itu nanti akan diberitahukan kalau mereka 

sudah bercerai. Seminggu kemudianlah penerbitan akta cerai. Ketika akta 

cerai sudah terbitkan, itu sudah boleh diambil dan saat itulah seorang yang 

digugat cerai oleh istrinya harus membayar hak-hak yang harus 

dikeluarkan sesuai dengan putusan yang dikabulkan oleh majelis Hakim. 

Dilanjut dengan bapak Drs. H. Nadjib, S.H tentang pemenuhan 

hak-hak perempuan pasca perceraian, beliau mengatakan 

“Sekarang udah beda sama dulu, dulu kalo mau memberi arahan ke 

pihak penggugat cerai gugat kudu sidang dulu tapi kalu sekarang 

kalau cerai gugat boleh mengajukan surat gugatan nya secara 

langsung, jadi surat gugatan nya itu boleh langsung di ajukan 

bersamaan dengan gugatan nya, jadi dia boleh langsung menulis 

dan merinci posita dan petitumnya. Nah, nanti dibagian Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di depan itu. Nanti disitu 

pegawai nya sudah akan memberitahu hak-haknya biar langsung di 

mengerti dan dipersiapkan oleh penggugat nya apa aja yang mau di 

ajukan. Biar sekalian. Selain itu juga ada beberapa sarana yang 
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Wawancara dengan Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, 

pada tanggal 08 juni 2021 
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bersifat informatif kepada para penggugat, seperti media televisi 

informasi dan lain-lain”
67

 

 

Dari penjelasan beliau bisa disimpulkan bahwa seseorang yang 

akan mengajukan dan mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama boleh 

mengajukan 2 gugatan dalam satu sidang, gugatan nafkah dan gugatan 

cerai. Nanti ketika mendaftarkan ke PTSP akan langsung dijelaskan 

tentang hak-hak pasca perceraian, nafkah apa dan seperti apa saja yang 

bisa digugat dan diajukan oleh penggugat. Itu dilakukan agar penggugat 

benar-benar mengerti dan bisa mempersiapkannya sebelum persidangan 

dimulai.Ada juga media informatif seperti Menyediakan media informasi 

berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain. 

 Sehubungan dengan adanya pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian, penulis juga mewawancarai seorang wanita yang baru bercerai 

di Pengadilan Agama berinisial R, yang berumur 47 Tahun beliau 

mengatakan  

“Iya mbak, saya baru saja cerai sama suami saya. Dulu kan saya 

sama suami saya pernah menikah mbak pas mudanya, umur 17 atau 

18 itu kalo ga salah. Pas itu belum punya anak. Terus cerai karena 

dia pergi ke manado mbak ga pulang-pulang. Terus beberapa tahun 

di manado balek maneh ke banyuwangi, saya dan suami saya rujuk 

lagi mbak, dia itu bawa anak dari manado, dari mantan istrinya. 

Setelah menikah lagi dengan saya punya anak satu sekarang.Alasan 

saya ngajukan cerai itu karena suami saya selingkuh mbak. Nafkah 

anak dan juga saya untuk sehari-hari jarangdikasih. Awalnya saya 

sudah mbak, tapi lama-lama dibiarkan koq ga berubah-berubah. 

Jadi saya ngajukan ke Pengadilan Agama, selama saya sidang 

kurang lebih 6 bulan ini lancar, suami saya juga kalo dipanggil 

datang ke Pengadilan ya datang, kalo ngga ya ngga. Setelah cerai 

ini saya udah bersyukur pisah sama dia mbak, sama hakim juga 
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Wawancara dengan Drs. H. Nadjib, S.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 
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udah dikasih biaya 6.500.00,00. Sebenernya ya gamau segitu mbak, 

karna saya ngajukan lebih. tapi mau gimana lagi daripada ngajukan 

gugatan lagi tambah ribet saya terima saja sudah yang dikasih 

hakim. Udah alhamdulillah dapat.”
68

 

 

Menurut penuturan bu R yang baru bercerai, beliau mendapatkan 

biaya setelah bercerai dari suaminya, permintaan nya pun dikabulkan oleh 

majelis hakim meskipun tidak semuanya karena menurut beberapa 

pertimbangan juga. Entah itu karena perekonomian dari sang suami 

ataupun yangg lainnya. 

Dilanjut dengan ibu K yang juga saya wawancarai dan saja baru 

bercerai dihari itu, ibu K ini berumur 29 Tahun, kata beliau 

“Saya ngajukan cerai karna saya dan suami kurang baik juga 

selama ini hubungan nya, dia kadang juga main tangan suka mukul 

gitu padahal saya ga pernah melakukan yang aneh-aneh. Saya 

sudah gakuat mangkanya ngajukan cerai ke Pengadilan. Selama 

proses persidangan ya lancar mbak seperti biasa, dia juga kadang 

dateng kadang ngga. Awalnya ya gatau tentang biaya-biaya nafkah 

gitu mbak lawong saya orang desa, jadi ga ngajukan. Tapi sama 

hakim nya dikasih mbak, kan saya punya anak satu nih mbak masih 

kecil. Jadi biaya anak juga tuh mantan suami saya yang biayain 

kata pak hakimnya.”
69

 

 

Dari wawancara bersama ibu K menjelaskan bahwa dia tidak 

mengajukan gugatan  pada saat mengajukan cerai, karena beliau adalah 

orang awam yang belum tau tentang hal seperti itu. Namun selama proses 

persidangan nya, beliau mengatakan bahwa majelis Hakim yang 

memberikan arahan kepadanya tentang hak-hak akibat perceraiannya. 
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Wawancara dengan Ibu R, orang yang baru bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, pada 

tanggal 09 juni 2021 
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Disini bisa kita peran hakim dalam menjalankan tugasnya beliau 

melakukan inisiatif untuk memberikan hak kepada ibu tersebut. 

Untuk perannya sendiri dilihat dari beberapa analisis diatas 

disebutkan meskipun pada dasarnya hakim disini bersifat pasif karna tidak 

memaksa kehendak orang-orang yang berperkara, tapi majelis Hakim tidak 

pernah lupa untuk selalu memberikan informasi-informasi hak yang akan 

didapatkan ketika akan bercerai, dan dalam rangka melaksanakan 

pemenuhannya Pengadilan Agama memberikaninovasi-inovasi baru yang 

bersifat informatif seperti memberikan arahan dan pengetahuan terkait 

nafkah akibat perceraian, Menyediakan media informasi berupa TV 

informasi, Brosur dan lain-lain, Memilih petugas PTSP (Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan mengerti hak-hak 

perempuan akibat dari perceraian. 

Tabel 4.1  

Berikut Laporan Data Perkara Yang Diputus  

di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Desember 2019 
 

NO BULAN CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

JUMLAH/ 

(BULAN) 

1 JANUARI 154 323 477 

2 FEBRUARI 182 444 626 

3 MARET 170 353 523 

4 APRIL 151 324 475 

5 MEI 136 273 409 

6 JUNI 107 209 316 

7 JULI 195 441 636 

8 AGUSTUS 184 392 576 

9 SEPTEMBER 175 372 547 

10 OKTOBER 186 450 636 

11 NOVEMBER 271 493 764 

12 DESEMBER 174 431 605 

 JUMLAH 2.085 4.505 6.590 

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 
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Tabel 4.2 

Berikut Laporan Data Perkara Yang Diputus  

Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2020 

 

NO BULAN CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

JUMLAH/ 

(BULAN) 

1 JANUARI 155 350 505 

2 FEBRUARI 174 359 533 

3 MARET 108 292 400 

4 APRIL 84 201 285 

5 MEI 81 169 250 

6 JUNI 126 278 404 

7 JULI 168 404 572 

8 AGUSTUS 126 307 433 

9 SEPTEMBER 159 364 523 

10 OKTOBER 196 472 668 

11 NOVEMBER 210 450 660 

12 DESEMBER 107 222 329 

 JUMLAH 1.694 3.868 5.562 

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 

 

Tabel 4.3 

Berikut Laporan Data Perkara Yang Diputus  

Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2021 

 

NO BULAN CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

JUMLAH/ 

(BULAN) 

1 JANUARI 164 339 503 

2 FEBRUARI 163 343 506 

3 MARET 142 331 473 

4 APRIL 133 301 434 

5 MEI 52 154 206 

6 JUNI 170 362 532 

7 JULI    

8 AGUSTUS    

9 SEPTEMBER    

10 OKTOBER    

11 NOVEMBER    

12 DESEMBER    

 JUMLAH 824 1.830 2.654 

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 
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Tabel 4.4 

Berikut Laporan Data Perkara Yang Diterima 

Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2019 

 

NO BULAN CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

JUMLAH/ 

(BULAN) 

1 JANUARI 303 617 920 

2 FEBRUARI 170 355 525 

3 MARET 159 372 531 

4 APRIL 181 303 484 

5 MEI 113 244 357 

6 JUNI 161 343 504 

7 JULI 232 464 696 

8 AGUSTUS 174 331 505 

9 SEPTEMBER 186 438 624 

10 OKTOBER 209 406 615 

11 NOVEMBER 177 382 559 

12 DESEMBER 71 211 282 

 JUMLAH 2.136 4.466 6.602 

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 

 

 

Tabel 4.5 

Berikut Laporan Data Perkara Yang Diterima 

Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2020 

 

NO BULAN CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

JUMLAH/ 

(BULAN) 

1 JANUARI 254 574 828 

2 FEBRUARI 154 340 494 

3 MARET 149 321 470 

4 APRIL 132 245 377 

5 MEI 56 132 188 

6 JUNI 206 472 678 

7 JULI 196 429 625 

8 AGUSTUS 164 387 551 

9 SEPTEMBER 195 428 623 

10 OKTOBER 154 347 501 

11 NOVEMBER 179 433 612 

12 DESEMBER 59 86 145 

 JUMLAH 1.898 4.194 6.092 

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 
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Tabel 4.6 

Berikut Laporan Data Perkara Yang Diterima 

Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2021 

 

NO BULAN CERAI 

TALAK 

CERAI 

GUGAT 

JUMLAH/ 

(BULAN) 

1 JANUARI 260 514 774 

2 FEBRUARI 168 381 549 

3 MARET 171 391 562 

4 APRIL 103 269 372 

5 MEI 98 230 328 

6 JUNI 228 432 660 

7 JULI 9 27 36 

8 AGUSTUS    

9 SEPTEMBER    

10 OKTOBER    

11 NOVEMBER    

12 DESEMBER    

 JUMLAH 1.037 2.244 3.281 

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi 

 

Contoh Perkara Cerai Gugat  

Nomor perkara 0361/Pdt.G/2021/PA.Bwi 

Nama PENGGUGAT (Nama disamarkan) , Tempat dan Tanggal 

Lahir Probolinggo, 23 Oktober 1991, Agama Islam, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga.Dalam perkaranya penggugat memberi 

kuasa kepada Muhammad Ilyas,SH.,MSi.Penggugat dalam surat 

gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangidengan Register 

Perkara Nomor0361/Pdt.G/2021/PA.Bwi. Penggugat mengatakan 

bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah 

menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

UrusanAgamaKabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Nopember 

2011 sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 511/131/XI/201 tertanggal 21 Nopember 2011yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Banyuwangi. 

Dari pernikahan keduanya, penggugat dan tergugat dikaruniai yang 

bernama A (Nama disamarkan) yang sudah berusia 8 Tahun. 

Penggugat mengajukan gugatan ini karena sejak Tahun 2017 

penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran karena perbedaan pendapat yang sudah tidak bisa 
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diselesaikan secara kekeluargaan dan juga keduanya sudah pisah 

rumah 3 Tahun sampai gugatan ini diajukan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon hak-haknya kepada 

majelis Hakim selama ditinggal oleh Tergugat, yang mana dalam 

gugatannya beliau meminta hak-haknya antara lain: 

a. Menerima dan mengabulan gugatan perceraian ini talak satu ba’in 

sughro penggugat yang ditujukan kepada tergugat  

b. Memeriksa dan mengadili perkara yang mana menjadi pokok gugatan 

Penggugat adalah gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan 

nafkah lampau, mut`ah, nafkah iddah, hadlanah, dan nafkah anak, 

yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu oleh majelis 

Hakim. Yang diperinci sebagai berikut:  

1) Nafkah lampau sebesar Rp 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) 

untuk setiap harinya sampai dengan perkara ini diputus 

2) Nafkah mut’ah oleh karena Penggugat selama menjadi suami istri 

telah melayani suami dengan baik, baik dzohir maupun batin, 

termasuk biaya merawat anak Penggugat dan Tergugat sebesar 

Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) 

3) Nafkah iddah sebesar Rp. 75.000/perhariX 100 hari = Rp. 

7.500.000.- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

4) Nafkah hadlanah/nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan 

ketentuan gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil/ASN yang 

harus diberikan setiap bulannya kepada anak Penggugat dan 
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Tergugat. Mengenai putusannya majelis hakim memberikan amar 

yang berisi, bahwasanya: 

a) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap di depan persidangan, namun 

tidak hadir  

b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek  

c) Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat 

(Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT )  

d) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 

berupa: 

(1) Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp. 10.800.000,- 

(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) 

(2) Mut`ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 

(3) Nafkah anak yang bernama ANAK yang berumur 

kurang lebih 8 tahun sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui 

Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) 

dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan 

e) Menolak selain dan selebihnya 

f) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp 605.000,00 (enam ratus lima 

riburupiah). 

 

Untuk pertimbangan nya majelis hakim berpendapat bahwasanya 

1) Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban gugatan 

Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis 

Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi 

dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga 

bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan 

tersebut sehingga dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan 

terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta dapat diindikasikan 

pula bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah 

tangganya dengan Penggugat.  
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2) Terkait pertimbangan nafkah, majelis hakim juga harus 

menentukan kekurangan nafkah sebagaimana tuntutan Penggugat 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berapa nafkah yang layak 

diberikan kepada Penggugat disesuaikan pula dengan kemampuan 

Tergugat agar tidak memberatkan pihak tergugat dan terpenuhinya 

hak-hak nya. 

a) Nafkah Madliyah 

Pada tuntutannya, penggugat menuntut nafkah madliyah 

senilai Rp. 75.000 perhari sampai pada putusan ini dibacakan. 

Namun menurut keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa 

Tergugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) guru SD 

sejak tahun 2016.Kemudian mempertimbangkan kebutuhan 

pokok penggugat selama ditinggal tergugat, Majelis hakim 

berpendapat bahwa nafkah yang layak untuk memenuhi 

kebutuhan pokok terlebih lagi Penggugat memiliki satu orang 

anak yang berada dalam pengasuhannya haruslah sesuai dengan 

asas kelayakan dan kepatutan. Berdasarkan pertimbangan di 

atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah patut 

untuk dikabulkan oleh majelis hakim, adapun mengenai 

jumlahnya disesuaikan dengan asas kelayakan dan juga 

kemampuan Tergugat, dan Majelis Hakim berpendapat layak 

dan patut Tergugat dibebani nafkah lampau sejumlah 

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari selama 3 tahun 
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sehingga seluruhnya berjumlah Rp.10.800.000,- (sepuluh juta 

delapan ratus ribu rupiah).  

b) Mut`ah  

  Dalam tuntutannya penggugat menuntut mut’ah 

berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) 

dalam perkara aquo Penggugattelah hidup berumah tangga, 

berbakti dan melayani Tergugat selama kurang lebih 10 tahun 

dan sudah memberikan keturunan 1 (satu) orang anak. Majelis 

Hakim berpendapat bahwa tuntutan mut’ah dari Penggugat 

sejumlah Rp 50.000.000,00 terlalu memberatkanTergugat yang 

hanya sebagai PNS tanpa ada penghasilan lain, selain itu baik 

Penggugat dan kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara 

pasti gaji Tergugat, maka dari itu berdasarkan pertimbangan 

tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai patut Tergugat 

dibebani mut’ah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);  

c) Nafkah anak bernama A yang berumur kurang lebih 8 tahun 

Penggugat telah menuntut nafkah anak yang bernama A 

yang berumur kurang lebih 8 tahun, sesuai dengan ketentuan 

gaji dan tunjangan bagi PNS yang harus diberikan setiap 

bulannya kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak 

tersebut dewasa.mengenai jumlah nafkah anak, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf 

(f), besaran nafkah anak sesuai dengan asas kepatutan dan 
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kelayakan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim menilai 

patut dan layak Tergugat dibebani nafkah anak sejumlah 

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan 

sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun. 

Dan tentunya biaya pemeliharaan anak juga akan terus 

meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai 

dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak 

tersebut sampai dewasa Majelis Hakim secara ex-officio 

memandang perlu untuk menambahkan kenaikan 10% (sepuluh 

persen) pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di 

luar biaya pendidikan dan kesehatan. 

d) Nafkah iddah 

Dalam tuntutannya penggugat menyebutkan menuntut 

nafkah iddah sebanyak Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu 

rupiah) perhari selama 3 bulan sehingga jika dijumlahkan 

sebanyak Rp. 7.500.00 (tujuh juta lima ratus rupiah). Kemudian 

dengan pertimbangan majelis hakim, yang mana gugatan ini 

diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugatlah yang 

berkeinginan untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai 

Penggugat telah dianggap melakukan nusyuz. Karena itu 

penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena 

kenusyuzan nya. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 

75 

Berdasarkan dalil hukum di atas kewajiban suami memberikan nafkah 

kepada isterinya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami, dan apabila 

suami melalaikan kewajibannya tersebut menjadi utang yang harus dilunasi 

sebagaimana Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika 

diantara suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka merekaboleh 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

C. Pembahasan Temuan 

1. Proses Yang Berlangsung Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam 

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian 

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri 

yang petitum nya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah 

Memutus perkawinan penggugat dan tergugat.
70

Dalam proses 

penyelesaian Acara cerai gugat dalam Pengadilan Agama sudah 

disebutkan dalam pasal 40 UU No 1 Tahun 1974 tentang cerai gugat ayat 1 

yang berbunyi (1) Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan yang 

mana dalam penyelesaian putusnya perkawinan, maka keduanya harus 

mengajukan pada Pengadilan Agama setempat yang berwewenang 

menyelesaikannya. Pemeriksaan gugatan cerai akan dilakukan oleh 

Majelis Hakim paling lambat 30 Hari sejak berkasnya sudah didaftarkan 

oleh Kepaniteraan. Untuk bisa gugatannya dikabulkan pun seorang istri 

boleh mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan dasar sepertisuami 

berbuat Zina, pemabuk, suka berjudi dan lain-lain yang sudah tidak bisa 

                                                             
70

Direktorat jenderal badan Peradilan, pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama.( Mahkamah Agung:2013),149. 
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disembuhkan dan menjadi kebiasaan, Seorang suami yang meninggalkan 

istrinya dalam 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari isteri, Suami 

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan 

seorang isteri karena hal tersebut dianggap sebagai seorang suami yang 

nusyuz seperti yang ditinjau dalam kajian teori suami yang berbuat zina, 

menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sudah sulit untuk 

disembuhkan boleh dijadikan alasan dari gugatan perceraian.
71

Terjadi 

perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada 

harapan untuk hidup bersama kembali, dan masih banyak lagi. 

Untuk itu beberapa proses yang dilakukan oleh Pengadilan Agama 

dalam hal memenuhi Pemenuhan tersebut adalah Seorang perempuan 

diperbolehkan mengajukan gugatan untuk menuntut haknya. Kemudian 

dalam gugatan nya nanti saat seorang istri akan mengajukan gugatan cerai, 

seorang isteri boleh mengajukan komulasi perkara yang isinya adalah 

Gugatan cerai dan gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, nafkah anak 

dan juga bisa harta bersama antara istri dan suami. Seperti yang disebutkan 

Dalam SEMA No 2 Tahun 2019 bahwasanya dalam amar putusan perkara 

cerai gugat amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca 

perceraiannya  akan ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi “....Yang 

dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, hal bisa dilaksanakan 

apabila amar tersebut di cantumkan dalan posita dan petitum penggugat. 

Ini merupakan salah satu cara yang penting dalam pemenuhan hak-hak 

                                                             
71

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, 224 
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perempuan dalam memperjuangkan haknya, karna seperti yang kita tahu 

putusan adalah sesuatu yang bisa bersifat menerangkan apa yang sah, 

mengehentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan 

pelaksanaan dengan paksa, dan menghukum pihak yang kalah untuk 

memenuhi yang ditetapkan oleh Hakim. Apabila seorang tergugat tidak 

bisa membayar kewajiban yang sudah diputuskan oleh Hakim, maka akta 

cerainya akan ditahan pihak Pengadilan Agama sampai ia membayar 

nafkah tersebut. Berbeda dengan cerai talak yang mana pemenuhannya 

bisa dilakukan ketika akan mengucapkan ikrar talak, dan apabila tidak 

terpenuhi maka akan ditunda sidang ikrarnya. Pada perkara Cerai Gugat 

ini akan otomatis berkekuatan hukum tetap 15 hari setelah putusan 

dibacakan, dan salah satu pihaknya tidak lagi mengajukan gugatan ataupun 

tidak melakukan upaya hukum maka akta cerai akan diterbitkan 24 hari 

sejak putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap. 

Ditinjau dari kajian teori, dalam penyampaiannya gugatan ini bisa 

di ajukan dengan cara gugatan/permohonan secara tertulisPada dasarnya 

semua gugatan/permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Ketua 

Pengadilan Agama, gugatan yaang diajukan penggugat secara tertulis, 

ditandatangani oleh penggugat/pemohon, dan apabila penggugat 

sudahmenunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan juga harus 

ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Namun bagi penggugat/pemohon 

tidak bisa menulis dan membaca  maka gugatan bisa diajukandengan cara 

mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian 
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Ketua Pengadilan Agama dapat langsung meminta Majelis Hakim untuk 

mencatat segala sesuatu yang dikatakan oleh penggugat/pemohon. Jika 

sudah, maka gugatan tersebut akan di tandatangani oleh Majelis Hakim 

yang menerima itu.
72

 Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang telah 

peneliti analisis, bahwa dalam mengajukan gugatan pun harus jelas dalam 

menentukan posita dan petitum. Yaitu penjelasan yang berhubungan 

dengan hukum yang kemudian dijadikan dasar atau alasan dalam gugatan 

dan juga tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan 

oleh majelis Hakim. Yang mana surat gugatan tersebut dibuat rangkap 

enam, masing-masing untuk penggugat, tergugat dan selebihnya untuk 

majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. 

Dalam proses pemeriksaannya, seorang Hakim tidak boleh memutus 

sesuatu melebihi pada tuntutan yang di ajukan, namun seorang hakim juga 

mempunya hak ex-officio, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang Hakim 

karena jabatannya memiliki tujuan memenuhi hak-hak perempuan akibat 

perceraian. Hakim boleh melakukan ex-officio jika merasa seorang 

perempuan tersebut pantas untuk mendapatkan hak-nya dan untuk 

kemashlahatan dari keduanya selama perempuan tersebut tidak melakukan 

nusyuz. Lebih lanjut Subandi menjelaskan bahwa langkah-langkah 

pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

                                                             
72

Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-

VII),40 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 

79 

1. Terhadap perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak perempuan, baik 

yang dituntut melalui gugatan rekonpensi maupun yang diputus 

berdasarkan ex-officio majelis hakim, dilaksanakan sebelum suami 

mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim, jika dalam 

pelaksanaan sidang ikrar talak suami belum dapat memenuhi hak-

haknya maka suami suami tidak dapat mengikrarkan talaknya. Dan 

terhadap langkah pelaksanaan eksekusi ini sangat efektif karena setiap 

suami yang akan mengucapkan ikrar talak telah memenuhi 

kewajibannya untuk memberikan hak-hak perempuan (isteri) di saat 

sebelum ikrar talak diucapkan dan jika dalam batas waktu 6 (enam) 

tidak membayar kewajibaannya dan otomatis tidak dapat mengikrarkan 

talaknya maka putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum. 

2. Terhadap perkara cerai gugat, pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-

hak perempuan adalah dengan menahan akta cerai mantan suami. 

Sehingga mantan suami tidak dapat melakukan langkah-langkah 

hukum selanjutnya, seperti tidak dapat menikah lagi dan tidak dapat 

melakukan perubahan status dalam masalah kependudukan. Dan 

langkah ini sangat efektif karena dengan langkah penahanan kata cerai 

ini rata-rata mantan suami mengambil akta cerainya dengan 

memberikan pemenuhan hak-hak mantan isterinya kepada petugas di 

PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) yang selanjutnya petugas 

memberikan kepada mantan isteri. 
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3. Dengan melakukan eksekusi paksa. Jika suami tidak mau memberikan 

pemenuhan hak-hak isteri meskipun akta cerai telah ditahan oleh 

petugas, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dengan 

permohonan eksekusi ini, Pengadilan Agama melakukan langkah 

paksa pemenuhan hak-hak isteri (perempuan) dengan mengeksekusi 

aset yang  menjadi jaminan suami. Namun permohonan eksekusi ini 

belum pernah ada karena pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan 

(isteri tersebut) telah dapat dilaksanan dan terpenuhi dengan langkah 

pada point  1 dan 2 tersebut di atas.       

Diagram Proses Cerai Gugat 

 1 2 3 4 5 6 78 10 11 12 

          

 9   

Keterangan: 

1. Pendaftaran perkara    tanggal 1 februari 

2. Penetapan majelis hakim    tanggal 6 februari 

3. Penetapan hari sidang    tanggal 8 februari 

4. Pemanggilan     tanggal 10 februari 

5. Sidang pertama     tanggal 18 februari 

6. Sidang putusan     tanggal 02 juni 

7. Minutasi      tanggal 12 juni 

8. Kekuatan hukum tetap    tanggal 17 juni  

9. Saat terjadinya perceraian    tanggal 17 juni 

10. Pemberitahuan tentang terlah terjadinya cerai tanggal 4 juli 
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11. Penerbitan akta cerai    tanggal 11 juli 

12. Pengiriman salinan putusan   tanggal 17 juli 

2. Kendala Pengadilan Agama Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan 

Pasca Perceraian 

Dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat 

perceraian, pada faktanya pihak Pengadilan Agama merupakan pihak yaang 

pasif dan tidak memaksa, hanya bisa memberi saran dan pengetahuan 

kepada para pencari keadilan. Karna bagaimanapun Pengadilan Agama 

adalah pihak yang memproses, memeriksa dan memutus suatu perkara 

apabila diajukan kepada pihak Pengadilan Agama. Namun menurut hasil 

wawancara dan analisis yang saya lakukan di Pengadilan Agama 

Banyuwangi yang menjadi kendala adalah terjadi pada para pihak yang 

berperkara: 

a. Jika tergugat tidak hadir dalam persidangan 

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena 

tergugat/termohon tidak pernah hadir dalam persidangan padahal sudah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan penggugat selalu hadir dan 

memohon putusan. Dan ketika sudah diputus verstek pun ia tidak 

mengajukan perlawanan kepada pihak Pengadilan Agama.
73

Hal ini saya 

temukan dalam wawancara dan analisis saya bahwa tidak hadirnya 

tergugat secara terus menerus dan tidak ada perwakilan yang hadir 

dipersidangan meskipun tergugat sudah dipanggil secara layak dan patut 

                                                             
73

Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama,256 
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ini menyebabkan majelis Hakim akan memutuskan perkara secara 

verstek. Yaitu mengabulkan gugatan penggugat yang sudah tertera 

dalam gugatan yang mana gugatan tersebut benar-benar beralasan dan 

tidak melawan hak. Meskipun sudah diputus secara verstek,Tergugat 

pun masih berhak melakukan perlawanan terhadap putusan verstek 

dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan 

verstek kepada yang bersangkutan.
74

 Namun ketika Tergugat tidak 

membantah gugatan, maka gugatan tersebut akan dianggap benar oleh 

majelis Hakim dan tidak perlu dibuktikan. 

b. Jika sang mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan 

Terlepas dari peran serta kepedulian pihak Pengadilan Agama 

terhadap Pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Mereka 

sudah tidak bisa lagi ikut andil dalam hal ini setelah putusan percerain, 

kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat ini hanya boleh bisa di lakukan 

oleh Penggugat selaku orang yang di lalaikan haknya oleh tergugat. Ia 

boleh mengajukan gugatan kembali seperti eksekusi karena memiliki 

landasan yang kuat berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, 

namun jika tidak mengajukan ini yang menjadi kendala. Karna 

Pengadilan Agama juga tidak mengetahui perkara yang terjadi diluar 

Pengadilan Agama. 

                                                             
74

Direktorat jenderal badan Peradilan, pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 

Agama.( Mahkamah Agung:2013),74 
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3. Peran Yang Dijalankan Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam 

Mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 Dalam Upaya 

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian 

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama melakukan i’tikad baik 

dalam rangka melaksanakan dan memastikan hak-hak perempuan akibat 

perceraian sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Badan Peradilan 

Agama melakukan banyak perubahan-perubahan sepertiyang telah ditinjau 

dari kajian teori bahwa dalam SEMA No 2 Tahun 2019 disebutkan Nafkah 

Lampau (Nafkah Madliyah) anak yang di lalaikan oleh ayahnya dapat di 

ajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak 

tersebut.Dalam rangkat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan 

dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak 

perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami 

terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat 

menambahkan kalimat sebagai berikut: “....yang dibayar sebelum tergugat 

mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam 

posita dan petitum gugatan.
75

 Hal ini sesuai dengan yang saya temukan 

dalam wawancara yaitu menyebutkan bahwasanya penggugat harus 

mengajukan gugatan dalam rincian petitum gugat yang merupakan 

kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu-persatu apa yang diminta dan 

dikehendaki oleh penggugat kepada para pihak terutama kepada pihak 

                                                             
75

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 
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tergugat. Karna petitum merupakan syarat formil yang bersifat mutlak dan 

harus jelas, tegas dan rinci yang sesuai dengan positanya karna keduanya 

merupakan rangkaian yang konsisten dan tidak boleh berubah arah, jika 

surat gugatannya tidak berisi maka surat gugatan nya bisa dikatakan tidak 

sempurna dan gugatan tidak bisa diterima dan hanya mengakibatkan 

cacatnya gugatan. Jadi penggugat harus menyertakan dalam salah satu 

petitumnya yang menyebutkan bahwasanya tergugat harus membayar 

gugatan tersebut sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dan apabila 

gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis Hakim entah itu sebagian atau 

seluruhnya maka tergugat wajib membayar seperti yang sudah disebutkan 

dalam putusan Pengadilan karena putusan tersebut bersifat kondemnatoir, 

putusan ini bersifat menghukum pihak yang kalahuntuk memenuhi suatu 

prestasi yang ditetapkan oleh majelis Hakim. Didalam putusan yang 

bersifat kondemnatoir ini biasanya terdapat amar putusan yang berbunyi 

“Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, 

menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, 

membagi dan mengosongkan)” yang artinya tergugat harus melaksanakan 

apa yang diputus oleh Majelis Hakim. 

  Seperti yang sudah saya uraikan di dalam analisis data, didalam 

putusan tersebut penggugat mengungkapkan apa yang ia ingin tuntut 

kepada Pengadilan Agama. Disitu ia menyebutkan bahwa ia menuntut 

haknya berupa nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mutah dan hak asuh 

anak. Meskipun penggugat boleh menyebutkan apa saja yang boleh 
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dituntut dengan jumlah pasti, namun tetap saja Majelis Hakim akan 

mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan sang mantan suami agar 

pemenuhan tersebut bisa dilaksanakan dan terpenuhi dengan baik oleh 

sang mantan suami. Majelis hakim memberikan hukuman kepada tergugat 

dengan mendapat keringanan berupa Nafkah Madliyah (lampau) sebesar 

Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), Mut`ah sebesar 

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Nafkah anak yang bernama ANAK yang 

berumur kurang lebih 8 tahun sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut 

dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan, yang mana jumlah tersebut jauh dari apa yang 

dituntut oleh penggugat mengingat kembali kemampuan dari mantan 

suami. Dan juga Menolak selain dan selebihnya berupa nafkah iddah karna 

penggugat di anggap nusyuz karna berkeinginan untuk cerai terlebih 

dahulu. 

Dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan, Pengadilan Agama 

Banyuwangi telah banyak putusan yang mempertimbangkan dan 

mengabulkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan tersebut 

sebagaimana data  putusan yang telah mengabulkan pemenuhan hak-hak 

perempuan.  

Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan putusan yang telah diputus 

oleh Majelis Hakim mengenai hak-hak perempuan, maka Pengadilan 

Agama melakukan beberapa langkah pelaksanaan eksekusinya. Subandi 
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(Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi) sebagai pejabat yang 

melaksanakan putusan mengatakan “bahwa ada beberapa langkah 

pelaksanaan eksekusi putusan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan. 

Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan dengan eksekusi perkara 

kebendaan seperti perkara harta bersama, perkara kewarisan dan 

kebendaan lainnya”. 

Beberapa pelaksanaan eksekusi putusan mengenai pemenuhan hak-

hak yang telah dilaksanakan secara efektif di Pengadilan Agama 

Banyuwangi dengan  langkah menahan akta cerai selama dalam tahun 2021 

sebanyak 32 perkara salah satu antara lain perkara Nomor 0382/Pdt.G/2021 

tereksekusi sebesar Rp. 13.000.0000,00. 

Selain itu juga agar para perempuan benar-benar mendapatkan hak-hak 

keperempuannya. Badan Peradilan Agama juga kemudian memberikan 

inovasi-inovasi baru untuk dijadikan pedoman pelaksanaan yang bersifat 

informatif seperti: 

a. Memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian 

b. Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-

lain 

c. Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-

benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat dari 

perceraian. 

d. Menyeleksi secara ketat petugas POSBAKUM yang ditempatkan di 

Pengadilan Agama Banyuwangi. 
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e. Memberikan putusan yang bersifat kondemnatoir kepada Tergugat 

Berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah 

berupaya melaksanakan SEMA Nomor 2 tahun 2019, dengan langkah 

sosialisasi terhadap masyarakat terutama perempuan untuk memahami 

hak-haknya dan majelis hakim telah banyak mempertimbangkan dan 

mengabulkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan, dan putusannya 

telah juga dilaksanakan oleh panitera sebagai pejabat pelaksana putusan 

(eksekusi) dengan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas.  Semua 

ini dilakukan agar Maksimalnya dalam menjalankan tugas untuk 

memenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian dengan tujuan para 

wanita bisa tahu lebih awal dan dipersiapkan terlebih dahulu apa saja yang 

bisa di gugat dan diajukan kepada Pengadilan Agama. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulismelakukan penelitian, melakukan pengumpulan data, 

menuliskan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap 

permasalahan yang diteliti ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan dari 

skripsi ini sebagai berikut : 

1. Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam 

pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yaitu yang 

pertama seorang perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan 

perceraian yang di komulasi dengan gugatan soal penguasaan anak, 

nafkah istri, nafkah anak dan juga bisa harta bersama antara istri dan 

suami. Yang kedua seorang hakim juga boleh menggunakan hak nya 

untuk memberikan hak perempuan akibat perceraian apabila itu dirasa 

pantas diberikan demi kemashlahatan dan istri tidak terbukti melakukan 

nusyuz kepada suami selama menjalani pernikahan. Yang ketiga yaitu 

menurut dari pengalaman bapak saifurrahman selaku hakim Pengadilan 

Agama Banyuwangi, pengalaman beliau selama bertugas hal yang terjadi 

yaitu selama menangani perkara perceraian itu jarang sekali ada yang 

meminta untuk menggugat tergugat dalam hal hak karna sudah akan 

diselesaiakan secara kekeluargaan dan berjalan begitu saja, semisal 

pemeliharaan anak. 
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2. Dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat 

perceraian, pada faktanya pihak Pengadilan Agama merupakan pihak 

yaang pasif dan tidak memaksa, hanya bisa memberi saran dan 

pengetahuan kepada para pencari keadilan. Maka dari itu ditemukan 

beberapa Kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak 

perempuan akibat perceraian seperti ketika tergugat tidak hadir dalam 

persidangan, hal ini menyebabkan majelis hakim harus menjatuhi 

putusan verstek dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam 

persidangan. Kendala yang selanjutnya yaitu jika sang mantan suami 

tidak mematuhi putusan pengadilan, terlepas dari peran serta kepedulian 

pihak Pengadilan Agama terhadap Pemenuhan hak-hak perempuan akibat 

perceraian. Mereka sudah tidak bisa lagi ikut andil dalam hal ini setelah 

putusan percerain, kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat ini hanya 

boleh bisa di lakukan oleh Penggugat selaku orang yang di lalaikan 

haknya oleh tergugat. Namun terkadang ada saja penggugat yang tidak 

mau ribet dalam hal ini, ini menyebabkan pihak Pengadilan Agama sulit 

mengidentifikasi apakah hak-hak tersebut sudah dipenuhi atau belum. 

3. Peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam 

mengimplementasikan SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya pemenuhan 

hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu pihak Badan Pengadilan 

Agama memiliki peran dalam melakukan inovasi-inovasi baru dalam hal 

ini yaitu inovasi yang bersifat informatif seperti Memberikan arahan dan 

pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian, Menyediakan media 
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informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain, Memilih petugas 

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan 

mengerti hak-hak perempuan akibat dari perceraian. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada penggugat agar 

mengerti hak-haknya dan bisa berinisiatif untuk mengajukan gugatan 

yang dirinci dalam petitum gugat yaitu berisi tentang rincian satu-persatu 

apa saja yang diminta dan dikehendaki oleh penggugat kepada pihak 

tergugat. Selebihnya adalah kuasa Hakim selaku pihak yang menerima, 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang 

diajukan kepadanya. 

B. Saran 

Setelah penulis selesai melakukan penelitian sampai mendapatkan 

kesimpulan terhadap peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan hak-hak 

Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (Studi 

Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi), maka disini penulis mencoba untuk 

memberi saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi perubahan 

zaman yang sedemikian rupa maju. 

1. Untuk memaksimalkan Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama 

Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian maka alangkah baiknya pihak Pengadilan Agama Banyuwangi 

menyeleksi secara ketat petugas POSBAKUM yang ditempatkan di 

Pengadilan Agama Banyuwangi unttuk memastikan bahwa petugas 

posbakum di Pengadilan Agama tidak hanya sekedar membantu 
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membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik, akan tetapi 

juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama terutama mengenai hak-hak perempuan 

dan anak sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi 

yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut. 

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan untuk 

memastikan dijalankannya isi dari putusan Pengadilan Agama misalnya 

Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga 

Berencana (DP3 AKB) atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

(PPA) yang kemudian mencantumkan hak-hak perempuan dan anak 

pasca perceraian yang ditujukan pada tergugat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Petikan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi 

a. Bagaimana proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca 

perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 

b. Apa saja yang menjadi kendala saat melaksanakan pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 

c. Bagaimana usaha Pengadilan Agama Banyuwangi dalam 

melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian? 

d. Apakah SEMA No 2 Tahun 2019 ini sudah diimplementasikan dalam 

pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di 

Pengadilan Agama Banyuwangi? 

e. Bagaimana cara serta usaha Pengadilan Agama dalam memastikan 

sang suami melaksanakan pemenuhan hak-hak tersebut kepada 

istrinya? 

2. Petikan Wawancara Perempuan yang baru bercerai di Pengadilan 

Agama Banyuwangi 

a. Mengapa ibu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama 

Banyuwangi? 

b. Bagaimana pendapat saudari terhadap proses pelaksanaan pemenuhan 

hak-hak perempuan pasca perceraian? 

c. Apakah saudari mencoba untuk menuntut hak kepada mantan suami? 
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d. Bagaimana pendapat saudari dengan pemenuhan hak-hak yang sudah 

diberikan akibat perceraian? 

e. Apakah menurut anda hak yang diberikan oleh suami saudari sudah 

cukup? 

f. Apakah pemberian tersebut sudah cukup pantas dan saudari dapat 

menerimanya? 
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